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MOTTO 

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرهحَْْنِ الرهحِيمِ 

 

نَكُ  مْ بِِلْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِِاَرةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَ قْتُ لُوا أَنْ فُسَكُمْ إِنه اللَّهَ كَانَ بِكُمْ يََ أَي ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لا تََْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ

 (٩٢رحَِيمًا )

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa 29) 
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ABSTRAK 

 

Perkembangan zaman yang semakin dinamis menjadikan akad murabahah 

digunakan sebagai pembiayaan modal kerja. Aturan tentang pelaksanan akad 

murabahah telah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 

sehingga praktik pembiayaan murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

harus mengacu kepada fatwa tersebut. Namun dalam praktiknya sering kali terjadi 

pelaksanaan akad murabahah di LKS yang tidak sesuai dengan ketentuan fatwa 

DSN-MUI. Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Praktik Pembiayaan Murabahah untuk Modal Kerja (Studi 

Kasus di KJKS BMT BUM Tegal)” 

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, (1) 

Bagaimana praktik pembiayaan murabahah untuk modal kerja di KJKS BMT 

BUM Tegal, dan (2) Apakah praktik pembiayaan murabahah untuk modal kerja 

di KJKS BMT BUM Tegal sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

mengambil objek di KJKS BMT BUM Tegal. Data-data dalam penelitian ini 

diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data-data yang sudah 

terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. 

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan praktik pembiayaan 

murabahah untuk modal kerja yang terjadi di KJKS BMT BUM Tegal. 

Sedangkan metode analisis digunakan untuk menganalis praktik tersebut dengan 

menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 

Murabahah. 

Penelitian menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Praktik 

pembiayaan murabahah yang terjadi di KJKS BMT BUM Tegal merupakan 

murabahah pesanan dimana jual beli murabahah akan dilakukan setelah ada 

anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah. Selanjutnya, dalam proses 

pengadaaan barang, KJKS BMT BUM Tegal menggunakan akad murabahah bil 

wakalah, dimana kedua akad tersebut dilakukan dalam satu waktu. Sehingga 

dalam praktik yang terjadi tidak ada akad murabahah setelah proses pengadaan 

barang selesai, karena akad murabahah dilakukan sebelum proses pengadaan 

barang terjadi. Selain itu, dalam pelaksanaan akad wakalah, KJKS BMT BUM 

hanya memberikan kuasa secara lisan kepada anggota untuk membeli barang yang 

dibutuhkan anggota dan barang tersebut langsung menjadi milik anggota.  

Kedua, Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan 

modal kerja di KJKS BMT BUM Tegal tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang  murabahah, yaitu dalam hal prosedur pelaksanaan 

akad, dan proses pengadaan barang.  

 

Kata Kunci : Murabahah, Wakalah, Modal Kerja, KJKS BMT BUM Tegal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, fiqh bukanlah sebuah norma hukum yang pasif dan 

berada dalam kerangka teoritis seperti menara gading. Akan tetapi, fiqh 

mulai diimplementasikan ke dalam setiap dimensi kehidupan. 

Implementasi fiqh ini terjadi pula pada fiqh muamalah sebagai ketentuan 

hukum Islam yang mengatur tentang hukum-hukum ekonomi. 

Hal tersebut dibuktikan dengan kenyataan bahwa fiqh muamalah 

telah diadopsi dan ditransformasikan dalam berbagai pranata, baik itu 

pranata ekonomi maupun pranata hukum, politik dan sebagainya. Namun 

demikian, ternyata fiqh muamalah ini lebih banyak dieliminir ke dalam 

pranata ekonomi, sehingga muncul lembaga-lembaga ekonomi dan 

keuangan syariah. 

Bukti bahwa fiqh muamalah itu telah diimplementasikan adalah 

banyak transaksi (prinsip) dalam fiqh muamalah yang dijadikan sebagai 

prinsip operasional atau produk yang dikeluarkan lembaga-lembaga 

keuangan syariah, sebagai contohnya adalah BMT.  

BMT (Baitul Mal wat Tamwil) adalah lembaga ekonomi atau 

keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal, disebut informal 

karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 
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yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan keuangan formal 

lainnya.1 

BMT terdiri atas dua istilah, yaitu baitul maal yang lebih mengarah 

pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, 

seperti zakat, infaq, dan shadaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha 

pengumpulan dana dan usaha penyaluran dana komersial. Usaha-usaha 

tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga 

pendukung kegiatan pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil 

berdasarkan prinsip syariah. 

BMT merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

(LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat 

setempat.Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha ekonomi 

produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu 

pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota serta masyarakat di 

lingkungannya. BMT juga dapat berfungsi sosial dengan menggalang 

titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti zakat, infaq, dan 

shadaqoh lalu kemudian mendistribusikannya dengan prisnsip 

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya.2 

BMT yang berbadan hukum koperasi, pada dasarnya mampu 

menunjukan kepada masyarakat bahwa ia menggunakkan kepada 

masyarakat bahwa ia merupakan representasi dari koperasi modern.3 

                                                 
1 Yadi Janwari dan A. Djazuli, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah 

Pengenalan), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 183. 
2 Lasmiatun, Perbankkan Syariah, Semarang: LPSDM. RA Kartini, 2010, h. 23. 
3 Ibid. h. 28. 
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Sehingga dalam melaksanakan kegiatannya, BMT mempunyai asas, 

landasan, visi, misi, fungsi, dan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU 

Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 91/kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah serta PP Nomor 

35.2/PER/M.KUKM/2007 Tentang pedoman standar operasional 

manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah 

koperasi. 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Bina Umat Mandiri (KJKS 

BMT BUM) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di kota 

Tegal yang bertujuan untuk  memajukan dan meningkatkan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, 

adil, makmur serta bermartabat. 

Untuk menunjang hal tersebut KJKS BMT BUM mengeluarkan 

produk-produk diantaranya, penghimpunan dana seperti simpanan 

sukarela, simpanan lembaga, simpanan pendidikan, simpanan 

qurban/akikah, simpanan multiguna syariah, arisan BMT BUM, simpanan 

paket Ramadhan, simpanan haji, simpanan berjangka dan investasi BUM 

dan dalam penyaluran dana seperti BMT BUM Sahabat Tani, BMT BUM 

Mitra UMKM, BMT BUM Bumbastis, dan BMT BUM Multi Jasa.4 

                                                 
4 Company Profile KJKS BMT BUM Tegal 
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Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, akad yang paling 

dominan digunakan adalah akad prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan 

musyarakah, dan akad prinsip jual beli seperti murabahah. Murabahah 

merupakan akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual 

menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga 

pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya 

laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.5 

Secara umum nasabah mengajukan permohonan pembelian suatu 

barang, dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah 

kepada penjual. Sementara nasabah bank syari’ah melunasi pembiayaan 

tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada 

pihak bank syariah dengan perjanjian murabahah yang telah disepakati 

sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu pihak 

nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik secara tunai maupun 

dengan cara angsuran.6 

Dalam hal ini bank berlaku sebagai penjual (ba’i) sedangkan 

nasabah sebagai pembeli (musytari) terhadap objek yang diperjualbelikan 

(mabi’). Dan penyelesaian pembayaran (hutang) nasabah dalam transaksi 

murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan 

nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual 

                                                 
5 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, Yogyakarta: UII Pres 

Yogyakarta, 2009, h. 57-58. 
6 Lasmiatun, Perbankkan Syariah …, h. 11. 
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barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban 

untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.7 

Sedangkan mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama 

antara pemilik modal (shahib al-mal) dan pedagang/ pengusaha/ orang 

yang mempunyai keahlian untuk melakukan sebuah usaha bersama. 

Pemilik modal menyerahkan kepada pengusaha/ pedagang untuk usaha 

tertentu. Jika dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan, keuntungan 

dibagi bersama sesuai kesepakatan. Namun apabila terjadi kerugian dalam 

usaha, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan pengusaha 

tidak berhak atas upah dari usahanya.8 

Musyarakah sama dengan akad mudharabah, namun akad ini 

memiliki spesifikasi-spesifikasi tertentu yang tidak dikemukakan dalam 

akad mudharabah. Spesifikasi tersebut terkait dengan porsi modal, model 

pembagian keuntungan/ kerugian, keterlibatan para pihak dalam 

pengelolaan dan lain-lain.9 

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwasanya pembiayaan 

murabahah merupakan pembiayaan berupa talangan untuk membeli suatu 

produk/barang dengan kewajiban mengembalikan seluruh talangan 

tersebut beserta dengan margin keuntungan yang telah disepakati dimana 

pengembalian pembiayaan ini bersifat tetap dan dalam jangka waktu yang 

ditentukan (jatuh tempo). Sedangkan mudharabah dan musyarakah 

                                                 
7 Ibid. h. 64. 
8 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan 

Syariah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, h. 101. 
9 Ibid. h. 119. 
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merupakan akad syirkah (kerja sama) untuk mendirikan suatu usaha atas 

nama nasabah atau bank dengan nasabah dimana pengembalian dana 

tersebut didasarkan pada prinsip bagi hasil dan bersifat fluktuatif, yaitu 

naik turun berdasarkan perolehan keuntungan usaha. Ketika untung 

ataupun rugi kedua belah pihak (bank dan nasabah) sama-sama 

merasakannya, berbeda dengan murabahah yang sudah ditetapkan di awal 

sehingga ketika nasabah rugi, nasabah harus tetap melunasi pembiayaan 

tersebut. 

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada prinsip jual beli  

murabahah, karena berdasarkan jumlah pembiayaan di KJKS BMT BUM 

yang menjadi obyek penelitian penulis, murabahah menunjukan 

pembiayaan yang paling banyak diberikan oleh KJKS BMT BUM 

sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1. Rincian Pembiayaan BMT BUM Tahun 2014 

Jenis Pembiayaan Jumlah Pembiayaan 

Murabahah 7.228.422.429,90 

Qard    289.941.288,38 

Mudharabah     629.870.604,00 

Multijasa 3.517.952.692,73 

Musyarakah 2.838.867.428,96 

 Sumber : RAT KJKS BMT BUM Tegal Tahun 2014 

Selain itu, dalam praktik pembiayaan tersebut penulis menemukan 

ketidaksesuaian dengan esensi pembiayaan murabahah, dimana pihak 

KJKS BMT BUM memberikan pembiayaan murabahah kepada 

nasabahnya untuk digunakan sebagai modal kerja. Sedangkan dari 

penjabaran diatas dapat diketahui pembiayaan murabahah merupakan 
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pembiayaan dengan akad jual beli dan pembiayaan untuk modal kerja 

seharusnya menggunakan akad dalam bentuk kerjasama yaitu mudharabah 

atau musyarakah. 

Sebenarnya untuk menjamin kesyariahanlembaga keuangan 

syariah (LKS) dari segi akad, aturan-aturan normatif tentang LKS sudah 

cukup memadahi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur LKS 

sudah cukup kuat dan lengkap. Demikian juga Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menerbitkan berbagai fatwa 

tentang akad-akad yang menjadi produk LKS sebagai pedoman dasar yang 

harus dipegang bagi semua pelaku lembaga keuangan syariah. Kedudukan 

Fatwa DSN MUI sebagai salah satu rujukan dan pedoman sudah 

seharusnya digunakan LKS dalam menjalankan kegiatannya, namun dalam 

praktiknya sering kali terdapat kegiatan operasional yang terjadi tidak 

berbanding lurus dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan fatwa 

DSN-MUI. 

Oleh karena itu, pratik pembiayaan murabahah pun seharusnya 

mengacu kepada fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

murabahah. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap praktik pembiayaan murabahah yang 

dilakukan oleh KJKS BMT BUM Tegal dengan judul “Analisis Praktik 

Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di KJKS BMT BUM Tegal)” 
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B. Perumusan Masalah  

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini 

penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik pembiayaan murabahah untuk modal kerja di 

KJKS BMT BUM Tegal? 

2. Apakah praktik pembiayaan murabahah untuk modal kerja di KJKS 

BMT BUM Tegal sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui praktik pembiayaan murabahah untuk modal 

kerja di KJKS BMT BUM Tegal. 

b. Untuk mengetahui apakah praktik pembiayaan murabahah untuk 

modal kerja di KJKS BMT BUM Tegal sudah sesuai dengan Fatwa 

DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 

Murabahah. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini meliputi : 

a. Secara Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian 

nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan akad-akad pembiayaan disebuah 
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BMT, terutama praktik akad murabahah di KJKS BMT BUM 

Tegal. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi penulis  

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga 

dapat menambah wawasan keilmuwan dalam bidang ekonomi 

Islamdan diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan tentang 

pembahasan mengenai produk-produk perbankan Islam, baik 

sebagai pembanding maupun sebagai literatur. 

2) Bagi KJKS BMT BUM 

- Sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam upaya 

pengembangan produk yang lebih baik. 

- Dapat memperkenalkan produk-produk yang dimiliki KJKS 

BMT BUM Tegal kepada masyarakat luas. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka mengungkapkan hasil penelitian yang pernah 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk 

menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian sehingga penelitian ini diharapkan tidak terjadi pengulangan dan 

duplikasi. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi 

dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi 
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penelitian yang saling terkait. Diantara penelitian terdahulu yang terkait 

dengan masalah penelitian adalah: 

1. Skripsi Fathur Rahman F, IAIN Walisongo Semarang, Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT 

“NU SEJAHTERA” Mangkang Semarang.Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam akad murabahah di BMT NU 

SEJAHTERA terdapat penggunaan kata shahibul Maal dan Mudharib 

dalam akadnya. Namun penggunaan kedua kata ini tidaklah 

menghilangkan esensi akad murabahah. Karena dalam konsep hukum 

Islam, yang menjadi pegangan atau dipakai dalam sebuah akad 

(transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan bentuknya. 

Dalam hal pengadaan barang dalam praktek pembiayaan murabahah 

yang menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah untuk membeli barang 

sendiri setelah proses akad terjadi, belumlah sesaui dengan aturan 

hukum Islam, karena seolah BMT menjual barang yang bukan dalam 

tanggungannya. Begitu pula dalam hal penentuan margin yang masih 

terlihat menyandarkan proses yang dilaluinya telah menggunakan 

informasi tingkat suku bunga secara langsung.10 

2. Syaparuddin, “Kritik Abdullah Saeed Terhadap Praktik Pembiayaan 

Murabahah Pada Bank Islam” dalam Islamica Jurnal Studi Keislaman 

Volume 6, No. 2, Maret 2012. Penelitian ini menjelaskan kritik Saeed 

                                                 
10 Fathur Rahman F, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaan Pembiayaan Murabahah 

di BMT “NU SEJAHTERA” Mangkang Semarang”,Skripsi Sarjana Syariah, Semarang, IAIN 

Walisongo Semarang, 2011. 
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terhadap pembiayaan murabahah yang meliputi, pertama harga jual 

murabahah itu lebih tinggi, kedua adanya nilai waktu uang dalam 

murabahah, ketiga tidak adanya batas keuntungan maksimal dari 

murabahah, dan keempat kontrak jual beli dalam murabahah yang 

tekesan hanya formalitas belaka. Dimana kritik Saeed tersebut dapat 

menimbulkan suatu paradigma bahwa bank Islam tidak berbeda jauh 

dengan bank konvensional. Pola pikir Saeed kelihatannya dipengaruhi 

oleh kapitalisme modern, sehingga ia memperlakukan sama antara 

uang dan komoditas yang terkait dengan transakasi komersial. Padahal 

Islam menganggap uang dan komoditas memiliki karakteristik yang 

berbeda.11 

3. Lies Ernawati, “Keragaman Pemaknaan Murabahah” dalam Ekuitas: 

Jurnal Ekonomi dan Keuangan ISSN 1411-0393, Akreditasi No. 

80/DIKTI/Kep/2012. Penelitian ini bertujuan untuk memahami 

pemaknaan murabahah oleh praktisi pembiayaan murabahah pada 

BMT dan ulama melalui hermeneutika intensionalisme. Hermeneutika 

intensio-nalisme digunakan agar peneliti dapat memahami bagaimana 

aspek kultur dan historis praktisi dan ulama menginterpretasikan 

murabahah. Terdapat dua informan dari pihak manajemen BMT, tiga 

informan dari nasabah BMT dan empat informan dari ulama. Dari 

hasil wawancara dengan informan makna murabahah yang diberikan 

ulama adalah jual beli amanah yang saling menguntungkan. Menurut 

                                                 
11 Syaparuddin, “Kritik Abdullah Saeed Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada 

Bank Islam”, Islamica Jurnal Studi Keislaman, Surabaya: 2012, h.375-388. 



12 

 

manajemen BMT makna murabahah adalah jual beli kredit yang adil, 

saling menguntungkan dan bertujuan sosial. Menurut nasabah BMT 

makna murabahah adalah jual beli kredit yang murah, mudah serta 

bertujuan sosial.12 

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah 

penggunaan variabel murabahah, dan perbedaannya yaitu fokus penelitian 

ini lebih dikhususkan kepada analisis praktik pembiayaan murabahah 

untuk modal kerja di KJKS BMT Bina Umat Mandiri Tegal, sedangkan 

pada penelitian terdahulu menganalisis kritik pemikiran Abdullah Saeed 

terhadap praktik pembiayaan murabahah dan memahami pemaknaan 

murabahah oleh praktisi pembiayaan murabahah pada BMT dan ulama 

melalui hermeneutika intensionalisme. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan 

masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat 

(sosial) maupun lembaga pemerintahan.13 Dalam hal ini penulis 

melakukan penelitian langsung di KJKS BMT BUM Tegal. 

2. Jenis Data  

                                                 
12 Lies Ernawati “Keragaman Pemaknaan Murabahah”, Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan 

Keuangan, ISSN 1411-0393, Malang : 2012. 
13 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, h. 

22. 
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Yang dimaksud jenis data dalam penelitian adalah dari mana 

data dapat diperoleh.14 Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua 

jenis, yaitu : 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data 

langsung pada subjek informasi yang dicari.15 Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara 

dan dokumentasi pada nasabah KJKS BMT BUM dan pihak KJKS 

BMT BUM untuk mendapatkan informasi terkait praktik 

pembiayaan murabahah untuk modal kerja di KJKS BMT BUM 

Tegal. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, 

tidak langsung dari subjek penelitiannya tetapi dapat mendukung 

atau berkaitan dengan tema yang diangkat.16 Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel-artikel 

yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. 

3. Metode Pengumpulan Data 

                                                 
14 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010, h. 172. 
15 Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, h. 91. 
16 Azwar, Metodologi ..., h. 92.  
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Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

data yang ditetapkan.17 Metode ini berkenaan dengan ketepatan cara-

cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.18Atau usaha sadar 

untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan 

prosedur yang terstandar.19 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis 

yaitu : 

a. Metode wawancara  

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang 

akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang 

sesuai dengan data.20 Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam.21 Dalam bentuknya yang paling sederhana 

wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh 

peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian 

                                                 
17 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif ,Bandung: Alfabeta, 2012, h. 62. 
18 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 193. 
19 Arikunto, Prosedur …, h. 265. 
20 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Pendekatan Kuantitatif), Jakarta: 

Rajawali Press, 2008, h. 151. 
21 Sugiyono, Memahami …, h. 72. 
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secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya 

sendiri.22 

Untuk penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 

pihak KJKS BMT BUM Tegal dan nasabah KJKS BMT BUM 

Tegal yang mengambil pembiayaan murabahah untuk modal kerja 

sehingga diperoleh informasi yang relevan mengenai topik skripsi 

yang penulis ambil. 

b. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan 

penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual 

dan sesuai dengan masalah penelitian. Metode ini berproses dan 

berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen 

sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, 

menafsirkan dan menghubung-hubungkan dengan fenomena lain.23 

Dokumen bisa berbentuk tulisan maupun  gambar. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.24 

                                                 
22 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data), Jakarta: Rajawali Press, 2012. h. 

49. 
23 Muhammad, Metodologi …, h. 152. 
24 Sugiyono, Memahami ..., h. 82. 
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Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data, 

catatan-catatan, dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh darihasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.25 

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh, penulis 

menggunakan metode deskriptifkualitatifyakni penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang 

terjadi saat sekarang.Penelitian deskriptif memiliki langkah-langkah 

tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah ini sebagai berikut: 

diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang 

diperlukan, menetunkan prosedur pengumpulan data melalui observasi, 

pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik 

kesimpulan.26 

 

                                                 
25 Ibid. h. 89. 
26 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah), 

Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012, h. 34-35. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, penulis akan membagi 

skripsi ini menjadi lima bab. Masing-masing bab disusun secara sistematis 

dan logis. Dan dalam setiap bab terdapat sub bab yang akan menjelaskan 

masing-masing bab. Untuk lebih jelasnya penulisan skripsi adalah sebagai 

berikut. 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang membahas latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penulisan, 

tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematikia penulisan. 

Bab kedua, dalam bab ini penulis akan mengulas konsep umum 

pembiayaan, dan akad murabahah dalam fiqh muamalah. Adapun yang 

akan dibahas dalam konsep umum pembiayaan meliputi pengertian 

pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis 

pembiayaan. Akad murabahah dalam fiqh muamalah meliputi konsep 

umum murabahah, landasan hukum murabahah, rukun dan syarat 

murabahah, jenis-jenis murabahah, serta murabahah dalam fatwa DSN 

MUI. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara menyeluruh terkait 

konsep pembiayaan murabahah. 

Bab ketiga, dalam bab ini akan dipaparkan sekilas mengenai 

informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang akan 

dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum yang 

terdiri atas sejarah berdirinya KJKS BMT BUM, visi & misi KJKS BMT 

BUM, budaya kerja KJKS BMT BUM, struktur organisasi KJKS BMT 



18 

 

BUM,  job description (uraian tugas) di KJKS BMT BUM, produk-produk 

KJKS BMT BUM, dan  Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan 

murabahah di KJKS BMT BUM Tegal yang terdiri dari SOP pelayanan 

pembiayaan murabahah, SOP pencairan pembiayaan murabahah, SOP 

pengambilan keputusan dalam pembiayaan murabahah, serta praktik 

pembiayaan murabahah untuk modal kerja di KJKS BMT BUM. 

Bab keempat, dalam bab ini penulis akan menjelaskan analisis 

praktik pembiayaan murabahah untuk modal kerja di KJKS BMT BUM 

Tegal ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

Pembiayaan Murabahah dalam hal proses pelaksaan akad dan proses 

pengadaan barang. 

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari keseluruhan rangakaian 

pembahasan yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KONSEP UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH 

 

A. Konsep Umum Pembiayaan  

1. Pengertian Pembiayaan  

Dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankkan dijelaskan 

bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesempatan 

antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.1 Sedangkan menurut 

muhammad pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang 

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun 

lembaga.2  

Selanjutnya pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-

Undang Perbankkan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa ; 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli 

dalam bentuk ijarah muntahiyah bi tamlik. 

                                                 
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Pembiayaan 
2 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 

2005, h. 17.  
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c. Transaksi jual beli dalam bentuk murabahah, salam, dan istishna. 

d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qard. 

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multi jasa. 

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau 

LKS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi 

fasilitas dana mengembalikan danan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan ujrah, bagi hasil atau tanpa imbalan.3 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau pemberian 

fasilitas penyediaan dana untuk berbagai macam transaksi seperti 

transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam, dan 

sewa-menyewa jasa yang didasarkan pada kesepakatan antar beberapa 

pihak pihak/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 

bagi hasil. 

2. Tujuan Pembiayaan  

Secara makro pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan 

ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, 

meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi 

distribusi pendapatan. Sedangkan secara mikro pembiayaan diberikan 

                                                 
3 Usanti, Trisadini P. dan Abd. Somad, Transaksi Bank Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 

2013, h. 9. 
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dengan tujuan memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, 

penyalahgunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.4 

3. Fungsi Pembiayaan  

Pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut meningkatkan 

daya guna uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan 

kegairahan usaha, stabilitas ekonomi, dan sebagai jembatan untuk 

meningkatkan pendapatan nasional.5 

4. Jenis-jenis Pembiayaan 

Adapun jenis-jenis pembiayaan bank syariah adalah sebagai 

berikut: 6 

a. Pembiayaan Modal Kerja Syariah 

Pembayaan modal kerja syariah yaitu pembiayaan jangka 

pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai 

kebutuhan modal usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Jangka waktu untuk pembiayaan maksimal satu tahun ada dapat 

diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas 

pembiayaan modal kerja ini dilakukan atas dasar hasil analisis 

terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. 

Dalam pemberian pembiayaan ini perlu dilakukan analisis terlebih 

dahulu, yang meliputi jenis usaha, skala usaha, tingkat kesulitan 

                                                 
4  Muhammad, Manajemen …, h. 18. 
5  Ibid. h.19. 
6 Adiwarman Azram Karim, Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan), Jakarta: PT 

RajaGrafindo, 2010, h. 231. 
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usaha yang dijalankan, dan karakter transaksi dalam sektor usaha 

yang akan dibiayai. 

b. Pembiayaan Investasi Syariah 

Pembiayaan investasi syariah adalah pembiayaan jangka 

menengah ataujangka panjang untuk pembelian barang. Modal 

yang diperlukan pendirian proyek baru, rehabilitas (penggantian 

mesin atau peralatan lama yang sudah rusak), modernisasi 

(penggantian mesin atau peralatan lama dengan yang baru yang 

tingkat teknologinya lebih tinggi), ekspansi (penambahan mesin 

atau peralatan), dan relokasi proyek yang ada (pemindahan lokasi 

proyek atau pabrik secara keseluruhan). Jangka waktu pembiayaan 

ini maksimal 12 tahun. 

Selanjutnya berdasarkan tujuan penggunaanya, produk 

pembiayaan bank syariah terbagi dalam tiga katagori, yaitu : 7 

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan 

musyarakah)8 

1) Mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu 

usaha antara pihak pertama (shahibul mal, atau LKS) yang 

menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib atau 

nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan 

membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang 

dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung 

                                                 
7 Usanti dkk, Transaksi …, h. 10. 
8 Soemitra Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009, h. 81-83. 
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sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua 

melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, menyalahi janji. 

2) Musyarakah adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau 

lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak 

memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan 

akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian 

akan dibagi sesuai dengan porsi dana masing-masing. 

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiyah 

bittamlik).9 

1) Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka 

memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau 

jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 

2) Ijarah Muntahiyah Bittamlik merupakan akad penyediaan dana 

dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu 

barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi 

pemindahan kepemilikan barang. 

c. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah, salam, dan 

istishna).10 

1) Murabahah merupakan transaksi dengan akad pembiayaan 

suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada 

                                                 
9 Ibid. h. 85-86 
10 Ibid. h. 83-84 
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pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih 

sebagai keuntungan yang disepakati. 

2) Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara 

pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih 

dahulu dengan syarat tertentu yang telah disepakati.  

3) Istisna’ adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk 

pemesanan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang 

tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang 

disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni’) dan 

penjual atau pembuat (shani’).  

d. Pembiayaan atas dasar Qardh. 

Akad ini menitikberatkan pada prinsip tolong menolong, 

tidak mengutamakan mencari untung, atau meminjamkan sesuatu 

kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya 

kepada pihak yang meminjami.11 

 

B. Akad Murabahah dalam Fiqh Muamalah 

1. Konsep Umum Murabahah 

Salah satu skim fiqh yang paling popular digunakan oleh 

perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi ini 

lazim digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. 

Murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna saling) 

                                                 
11 Usanti dkk, Transaksi…,  h. 37. 
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yang diambil dari bahasa Arab, yaitu ar-ribhu (  ُالرِبْح ) yang berarti 

kelebihan dan tambahan (keuntungan).12 Murabahah merupakan 

bentuk masdar dari rābaha – yurābihu - murābahatan (saling memberi 

keuntungan). Sedangkan secara istilah, menurut ulama Hanafiyah 

murabahah adalah memindahkan hak milik seseorang kepada orang 

lain sesuai dengan transaksi dan harga awal yang dilakukan pemilik 

awal ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Ulama Syafi’iyah 

dan Hanabilah berpendapat, murabahah adalah akad jual beli yang 

dilakukan seseorang dengan mendasarkan pada harga beli penjual 

ditambah keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah 

pihak. Wahbah al-Zuhailiy mendefinisikan murabahah dengan jual 

beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan 

keuntungan. Penjual menyampaikan harga beli kepada pembeli 

ditambah dengan permintaan keuntungan yang dikehendaki penjual 

kepada pembeli.13 

Menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana dikutip oleh Syafi’i 

Antonio, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli jenis ini, 

penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli dan menentukan 

suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.14 

                                                 
12 Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: 

Darul Haq, 2004, h. 198. 
13 Afandi, Fiqh ..., h. 85-86. 
14 Muhamad Syaf ’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001, h.101. 
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UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan akad murabahah adalah 

akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya 

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih 

sebagai keuntungan yang disepakati.15 Selanjutnya, Dewan Syariah 

Nasional (DSN) MUI mendefinisikan akad murabahah dengan 

menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada 

pembeli dan pembeli membayarkannya dengan harga yang lebih tinggi 

sebagai laba.16 

Beberapa definisi di atas secara subtansial memberikan 

pengertian yang sama meskipun diungkapkan dalam redaksi yang 

berbeda-beda. Hal yang paling pokok, bahwa murabahah adalah jenis 

jual beli. Sebagaimana jual beli pada umumnya akad ini meniscayakan 

adanya barang yang dijual. Disamping itu akad murabahah merupakan 

akad jual beli yang memiliki spesifikasi tertentu. Yaitu keharusan 

adanya penyampaian harga semula secara jujur oleh penjual kepada 

calon pembeli sekaligus keuntungan yang diinginkan oleh penjual 

yang disepakati kedua belah pihak.  

Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang 

disepakati, karakteristik  murabahah adalah si penjual harus memberi 

tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah 

                                                 
15 Undang-undang Republik  Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
16 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/ IV/2000 

tentang Murabahah. 
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keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya si Fulan 

membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka 

ketika menawarkan untanya, ia mengatakan : “Saya jual unta ini 50 

dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar.” 17 

Hal spesifik seperti inilah yang membedakan murabahah 

dengan jual beli pada umumnya, karena dalam jual beli biasa terdapat 

proses tawar-menawar (bargaining) antara penjual dan pembeli untuk 

menentukan harga jual, dimana penjual juga tidak menyebutkan harga 

beli dan keuntungan yang diinginkan. Sedangkan dalam murabahah, 

harga beli dan margin yang diinginkan harus dijelaskan kepada 

pembeli. 

Terdapat tiga pihak A, B, dan C dalam pembiayaan 

murabahah. A meminta B untuk membeli beberapa barang untuk A. B 

tidak memiliki barang tersebut tetapi berjanji membelikannya dari 

pihak ketiga ketiga (C). C adalah supplier, B adalah seorang perantara, 

dan perjanjian murabahah antara A dan B.18 Dapat disimpulkan ketiga 

pihak tersebut mempunyai peran A sebagai nasabah/pembeli, B 

sebagai perantara/ penjual, dan C sebagai supplier/ penyedia barang.  

Dalam transaksi murabahah karena objek yang 

diperjualbelikan adalah barang, sehingga barang yang diperjualbelikan 

harus memenuhi beberapa syarat, yaitu barang harus ada, harga barang 

                                                 
17 Karim, Bank Islam ...,h. 113 
18 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003, h. 

137 
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jelas, barang milik sendiri dan barang tersebut diserahkan sewaktu 

akad.19 Hal tersebut menyebabkan adanya dua akad yang terjadi ketika 

transaksi murabahah ini, akad yang mencakup prosedur pelaksanaan 

pengadaan barang (penjual dengan supplier/ penyedia barang) dan 

pembiayaan murabahah itu sendiri (penjual/lembaga keuangan dengan 

pembeli/nasabah). 

Prosedur pengadaan barang, penjual (lembaga keuangan) akan 

melakukan akad atau transaksi kepada supplier untuk pemenuhan 

barang yang dipesan oleh nasabah, karena penjual tidak serta merta 

dapat selalu memenuhi kebutuhan atau permintaan pembiayaan 

murabahah atas suatu barang sehingga pihak penjual akan mencari 

pihak lain yang berhubungan dengan barang yang dibutuhkan sebagai 

penyedia barang. Setelah prosedur pengadaan barang terjadi, maka 

selanjutnya prosedur pembiayaan murabahah antara pihak penjual 

(lembaga keuangan) dengan pembeli (nasabah), karena akad/transaksi 

murabahah hanya dapat dilakukan ketika penjual mendapatkan barang 

yang dipesannya.  

Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty 

contract (yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi 

jumlah maupun waktu, cash flownya bisa diprediksi dengan relatif 

pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang 

bertransaksi di awal akad). Dikategorikan sebagai natural certainty 

                                                 
19 Wiroso, Jual Beli Murabahah, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 20-21 
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contract karena dalam murabahah ditentukan berapa requaired rate of 

profitnya (besarnya keuntungan yang disepakati).20 

Apabila dalam pembayarannya mengangsur, maka utang 

nasabah itu akan berkurang sebesar pembayaran angsuran yang 

dilakukan dengan kewajiban mengembalikan seluruh talangan tersebut 

beserta dengan margin keuntungan yang telah disepakati dimana 

pengembalian pembiayaan ini bersifat tetap dan dalam jangka waktu 

yang ditentukan (jatuh tempo). Sehingga sejak awal perjanjian sampai 

dengan masa pelunasan, penjual tidak diperbolehkankan mengubah 

harga yang telah diperjanjikan/diakadkan.Hal ini pula yang 

menyebabkan murabahah berbeda dengan mudharabah, musyarakah 

yang menggunakan prinsip bagi hasil. 

Mudharabah dan musyarakah merupakan akad kerjasama 

dengan kedua belah pihak atau lebih.21 Definisi mudharabah menurut 

Wahbah Az-Zuhaili adalah pemberian (modal) oleh pemilik modal (al-

mālik) kepada pengelola (pekerja) untuk dikelola dalam bentuk usaha, 

dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan.22 

Musyarakah sama dengan akad mudharabah, namun akad ini memiliki 

spesifikasi-spesifikasi tertentu yang tidak ditemukan dalam dalam akad 

mudharabah. Spesifikasi tersebut terkait dengan porsi modal, model 

pembagian keuntungan/kerugian, keterlibatan para pihak dalam 

                                                 
20 Karim, Bank Islam ..., h.161. 
21 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya  dalam lembaga keuangan 

syariah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009,  h.119. 
22 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, h 112.  
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pengelolaan dan lain-lain.23 Dalam akad mudharabah dan musyarakah, 

jika dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan, keuntungan dibagi 

bersama sesuai kesepakatan.Namun apabila terjadi kerugian dalam 

usaha, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, pengusaha 

tidak berhak atas upah dari usahanya.24 

Tentunya margin murabahah dan prinsip bagi hasil ini berbeda 

dengan bunga, karna murabahah adalah jual beli komoditas (barang) 

dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan di atas biaya 

perolehan yang disetujui bersama.25 Dalam penentuan margin 

murabahah keputusan harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah 

pihak, penjual wajib menyampaikan keuntungan yang diinginkan dan 

pembeli mempunyai hak untuk mengetahui bahkan menyepakati 

keuntungan yang akan diperoleh penjual. Jika salah satu dari kedua 

belah pihak tidak sepakat terhadap keuntungan penjual, maka akad 

murabahah tidak terjadi.26 

Sedangkan sistem bagi hasil murabahah dan musyarakah 

apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan 

apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung 

bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada 

pihak yang tereksploitasi (didzalimi).27 

                                                 
23 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah ..., h.119 
24 Ibid. h. 101. 
25 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013,  h. 85 
26 Afandi, Fiqh Muamalah ..., h. 90 
27 Ascarya, Akad & Produk …, h 26 
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Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwasanya murabahah berbeda dengan jual beli biasa, karena dalam 

penentuan harga jual murabahah terdapat syarat wajib mengenai 

pemberitahuan harga pokok dari barang tersebut, sedangkan jual beli 

biasa tidak. 

Murabahah pun berbeda dengan mudharabah dan musyarakah, 

dimana pengembalian murabahah tidak dapat disamakan dengan 

mudharabah, dan musyarakah. 

2. Landasan Hukum Murabahah 

Landasan syar’i akad murabahah adalah keumuman dalil 

tentang jual beli.Diantaranya : 

a. Landasan Al-Qur’an 

1) Surah Al-Baqarah ayat 275 

ِذَل كَِالَّذِ  ِالشَّيْطاَنُِم نَِالْمَس ِّ ِالَّذ يِيَ تَخَبَّطهُُ كَِمَاِيَ قُومُ ينَِيََْكُلُونَِالر ِّبََِلاِيَ قُومُونَِإ لا
ِمَوْع ظَِ ِجَاءَهُ ِفَمَنْ ِالر ِّبََ ِوَحَرَّمَ ِاللََُِّّالْبَ يْعَ ِوَأَحَلَّ ِالر ِّبََ ثْلُ ِالْبَ يْعُِم  اَ ِإ نََّّ ِقاَلُوا نَ َّهُمْ ِربَ ِّه ِبِ  ِم نْ ةٌ

فاَنْ تَ هَىِفَ لَهُِمَاِسَلَفَِوَأمَْرهُُِإ لََِاللََّّ ِوَمَنِْعَادَِفأَُولئَ كَِأَصْحَابُِالنَّار ِهُمِْف يهَاِخَال دُونَِ
(٥٧٢)ِ

 
Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) ribatidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya.”28 

 

                                                 
28 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004, 

h. 48. 
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2) Surah An Nisa ayat 29 

ِإ لاِأنَِْتَكُِ لْبَاط ل  نَكُمِْبَ  نْكُمِْيََِأيَ ُّهَاِالَّذ ينَِآمَنُواِلاِتََْكُلُواِأمَْوَالَكُمِْبَ ي ْ ونَِتِ َارةًَِعَنِْتَ راَضٍِم 
يمًاِ) كَِانَِب كُمِْرَح  ِ(٥٢وَلاِتَ قْتُ لُواِأنَْ فُسَكُمِْإ نَِّاللَََّّ

 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.”29 

 

Dua ayat di atas menegaskan akan keberadaan jual beli pada 

umumnya. Keduanya tidak merujuk pada salah satu model jual beli. 

Ayat pertama berbicara tentang halalnya jual beli tanpa ada 

pembatasan dalam pengertian tertentu. Sedangkan ayat kedua berisi 

tentang larangan kepada orang-orang beriman untuk memakan harta 

orang lain dengan cara yang batil, sekaligus menganjurkan untuk 

melakukan perniagaan yang didasarkan rasa saling ridha. Oleh karena 

itu, akad murabahah tidak didasarkan pada sebuah ayat spesifik dari 

Al-Qur’an, akan tetapi didasarkan pada keumuman dalil jual beli 

dalam Al-Qur’an. 

b. Landasan As-Sunah 

ِبْن ِصُهَيْبٍِعَنِْأبَ يه ِقاَلَِقاَلَِرَسُولُِاللََّّ ِصَلَّىِاللََُِّّ ِالْب َِعَنِْصَال ح  ِف يه نَّ ٌٌ ركََةُِِعَلَيْه ِوَسَلَّمَََََِ
ِلَاِِالْبَ يْعُِإ لََِأَجَلٍِ لشَّع ير ِل لْبَ يْت  طُِالْبُ رِّ ِبَ  ََ ِل لْبَ يْعِ وَالْمُقَارَضَةُِوَأَخْ  

 
Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara 

tangguh (murabahah), muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum 

                                                 
29 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya …, h. 84. 
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dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu 

Majah).30 

 

ِ ِعَنِْتَ راَضٍِ)رواهِعَنِْأَب  ِالْبَ يْعُ اَ ِقاَلَ ِإ نََّّ ِوَسَلَّمَ ِرَسُولَِاللََّّ ِصَلَّىِاللََُِّّعَلَيْه  ِأنََّ دُْر يَّ ْْ ِا ِسَع يدٍ
 البيهقيِوابنِماجهِوصححهِابنِحبان(

 
Artinya : Hadist Nabi dari Abu Said Al-Khudri, dari Abu Said Al-Khudri 

bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan 

suka sama suka” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilah shahih oleh Ibnu 

Hibban).31 

 

c. Landasan Hukum 

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan 

transaksi murabahah antara lain : 

1) Nomor 04/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Murabahah. 

2) Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam 

Murabahah. 

3) Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Murabahah. 

4) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah 

Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, dan 

5) Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan 

Dalam Murabahah. 

 

3. Rukun dan Syarat Murabahah 

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi 

sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara’. Oleh karena 

                                                 
30 Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugul Maram, terj. Syafi’i Sukandi “Bulughul 

Maram”, Bandung: PT al-Ma’rifah, t.tt., h. 333. 
31  Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/ IV/2000 

tentang Murabahah 
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murabahah adalah salah satu jenis jual beli, maka rukun murabahah 

adalah seperti rukun jual beli pada umumnya, yang menurut jumhur 

ulama adalah:32 

a. Penjual (Bā’i) 

b. Pembeli (Musytari) 

c. Objek jual beli (Mabī’) 

d. Harga (Tsaman) 

e. Ijab Qabul 

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli 

yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:33 

a. Syarat-syarat orang yang berakad. 

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad 

jual beli itu harus memenuhi syarat: 

1) Berakal. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang 

melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. 

Apabila orang yang berakad tersebut masih mumayyiz, maka 

jual belinya tidak sah, sekalipun  mendapat izin dari walinya. 

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, 

seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan 

sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.  

b. Syarat-syarat terkait ijab qabul 

                                                 
32 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, Yogyakarta: UII 

Press,2009, h. 58. 
33 Abdul Rahman Ghazaly, et al. Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010, h.71-76 
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Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli 

yaitu kerelaan kedua belah pihak.Kerelaan dua belah pihak dapat 

dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan.Menurut mereka, 

ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-

transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad 

jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. 

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat 

ijab dan qabul itu sebagai berikut: 

1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal. 

2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: 

“Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000” lalu pembeli 

menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000”. 

Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak 

sah. 

3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua 

belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan 

topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu 

pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli 

melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual 

beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan 

ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka 

berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan 

qabul. 
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Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi 

diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan 

membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan 

menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, 

jual beli yang berlangsung di swalayan. 

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. 

1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab 

itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual 

beli, karena dalam pandangan syara’ benda-benda seperti ini 

tidak bermanfaat bagi muslim. 

3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki 

seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti 

memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena 

ikan dan emas ini belum dimiliki penjual. 

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang 

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. 

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) 

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat nilai tukar 

sebagai berikut: 

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas 

jumlahnya. 
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2) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu 

dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya 

harus jelas. 

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan 

barang (al- muqāyadhah) maka barang yang dijadikan nilai 

tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara’. 

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di 

atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu :34 

1) Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu 

jual beli dianggap sah apabila : 

a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang 

yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, 

kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, 

jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, 

serta syarat-syarat lain yang membuat jual beli rusak. 

b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, 

maka barang itu boleh langsung di kuasai pembeli dan 

harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak 

bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-

menyuratnya diselesaikan. 

2) Syarat yang terkait jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan 

apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan 

                                                 
34 Ibid, h. 77-78 
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jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri. Akad jual beli 

tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad 

tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. 

Misalnya, seseorang betindak mewakili orang lain dalam jual 

beli, dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan 

persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila 

orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli 

dianggap sah. 

Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. 

Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat 

mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar 

(hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli),  apabila 

jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum 

mengikat dan boleh dibatalkan. 

Senada dengan beberapa persyaratan di atas, Syafi’i 

Antonio menetapkan persyaratan murabahah sebagai berikut:35 

1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang 

ditetapkan. 

3) Kontrak harus bebas dari riba. 

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat 

atas barang sesudah pembelian. 

                                                 
35 Antonio, Bank Syariah ..., h. 102. 
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5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

Pada prinsipnya beberapa persyaratan di atas ditetapkan 

agar transaksi dianggap sah. Maka jika persyaratan di atas tidak 

dipenuhi, pembeli mempunyai pilihan, yaitu melanjutkan 

pembelian apa adanya, atau kembali kepada penjual dan 

menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang ia jual yakni 

membatalkan kontrak. Hak memilih sebagai mana di atas bagi 

pembeli tersebut merupakan jaminan keadilan bagi pembeli. 

4. Jenis-jenis Murabahah 

Jual beli murabahah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu : 

a. Murabahah tanpa pesanan 

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah 

yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang 

memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga 

penyediaan barang dilakukan oleh bank atau BMT sendiri dan 

dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri. 

Dengan kata lain, dalam murabahah tanpa pesanan, bank 

syariah atau BMT menyediakan barang atau persediaan barang 

yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada 

nasabah yang membeli atau tidak.36 Sehingga proses pengadaan 

                                                 
36 Wiroso, Jual Beli …,h. 39. 
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barang dilakukan sebelum transaksi/ akad jual beli murabahah 

dilakukan. 

Gambar 1: Alur Murabahah Tanpa Pesanan 

 

Sumber :Wiroso, Jual Beli Murabahah 

  Adapun penjelasan tahapan-tahapan di atas sebagai berikut :37 

1) Nasabah melakukan proses negosiasi atau tawar menawar 

keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang 

sudah berada ditangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 

Dalam negosiasi ini, LKS sebagai penjual harus 

memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang 

diperjualbelikan beserta keadaan barangnya. 

2) Apabila kedua belah pihak sepakat, tahap selanjutnya 

dilakukan akad untuk transaksi jual beli murabahah tersebut 

3) Tahap berikutnya LKS menyerahkan barang yang 

diperjualbelikan, hendaknya diperhatikan syarat penyerahan 

barang. 

                                                 
37 Ibid. h. 39 

LKS 
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4) Setelah penyerahan barang, pembeli atau nasabah melakukan 

pembayaran harga jual barang dan dapat dilakukan secara tunai 

atau dengan tangguh. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga 

jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan 

yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada). 

b. Murabahah berdasarkan pesanan 

Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah berdasarkan 

pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada 

pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan 

murabahah.38 

Jadi dalam murabahah berdasarkan pesanan, LKS atau 

BMT melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual 

beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang 

atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut. 

Dalam murabahah melalui pesanan ini, si penjual boleh 

meminta pembayaran hamish ghadiyah, yakni uang tanda jadi 

ketika ijab qabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti 

keseriusan si pembeli. Bila kemudian si penjual telah membeli dan 

mempersiapkan pesanan pembeli namun kemudian si pembeli 

membatalkannya, hamish ghadiyah ini dapat digunakan untuk 

menutup kerugian si penjual. Bila jumlah uang mukanya lebih kecil 

dibandingkan kerugian yang harus ditanggung penjual, penjual 

                                                 
38 Wiroso, Jual Beli …, h. 41. 
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dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya bila berlebih, si pembeli 

berhak atas kelebihan itu.39 

Alur transaksi murabahah berdasarkan pesanan ini dapat 

dilihat dariskema berikut ini : 

Gambar 2: Alur Murabahah Berdasarkan Pesanan 

Sumber : Wiroso, Jual Beli Murabahah 

Tahapan murabahah berdasarkan pesanan dapat dijelaskan 

sebagai berikut :40 

1) Nasabah melakukan pemesanan barang yang akan dibeli 

kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan dilakukan 

negoisasi terhadap harga barang dan keuntungan, syarat 

penyerahan barang, syarat pembayaran barang dan sebagainya.  

                                                 
39 Karim, Bank Islam ..., h.115. 
40 Wiroso, Jual Beli ..., h. 42. 

LKS 
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2) Setelah diperoleh kesepakatan dengan nasabah, LKS mencari 

barang yang dipesan kepada pemasok. LKS juga melakukan 

negoisasi terhadap harga barang, syarat penyerahan barang, 

syarat pembayaran barang dan sebagainya. Pengadaan barang 

yang dipesan oleh nasabah menjadi tanggung jawab LKS 

sebagai penjual. 

3) Setelah diperoleh kesepakatan antara LKS dan pemasok, 

dilakukan proses jual beli barang dan penyerahan barang dari 

pemasok ke LKS. 

4) Setelah barang secara prinsip menjadi milik LKS, dilakukan 

proses akad jual beli murabahah. 

5) Tahap berikutnya adalah penyerahan barang dari penjual yaitu 

LKS kepada pembeli yaitu nasabah. Dalam penyerahan barang 

ini harus diperhatikan syarat penyerahan barangnya, misalnya 

penyerahan sampai tempat pembeli atau sampai di tempat 

penjual saja, karena hal ini akan mempengaruhi terhadap biaya 

yang dikeluarkan yang akhirnya mempengaruhi harga 

perolehan barang. 

6) Tahap akhir adalah dilakukan pembayaran yang dapat 

dilakukan dengan tunai atau tangguh sesuai kesepakatan antara 

LKS dan nasabah. Kewajiban nasabah adalah sebesar harga 

jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan 

yang disepakati dan dikurangi dengan uang muka (jika ada). 
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Dalam hal pengadaan barang jual beli murabahah, terdapat 

beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pihak LKS atau BMT, 

yaitu antara lain:41 

1) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah) 

2) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran 

dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip salam) 

3) Memesan kepada pembuat (produsen) dengan pembayaran 

yang bisa dilakukan di depan, selama dalam proses pembuatan, 

atau setelah penyerahan barang (prinsip istishna) 

4) Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau 

musyarakah. 

Selain itu terdapat pengembangan dari pengadaan barang 

dalam aplikasi pembiayaan murabahah, yaitu dimana bank syariah 

atau BMT menggunakan akad wakalah untuk memberikan kuasa 

kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank kepada 

supplier atau pabrik. Hal ini sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, 

ketentuan pertama, butir 9 disebutkan bahwa “Jika bank hendak 

mewakilkan kepada nasabah untuk membelibarang dari pihak 

ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang 

secara prinsip menjadi milik bank.”  

                                                 
41 Ibid. h. 39 
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Berikut skema pengembangan dengan akad wakalah dari 

pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut : 

Gambar 3: Murabahah Bil Wakalah 

 

Sumber : http://www.keuangansyariah.lecture.ub.ac.id 

Pada saat bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk 

membeli barang, akad yang dipergunakan adalah akad wakalah, 

karena bank syariah atau BMT meminta nasabah untuk bertindak 

sebagai wakil dalam membeli barang dan bank syariah atau BMT 

menyerahkan uang kepada nasabah sebesar harga barang (uang 

yang dibutuhkan untuk membeli barang).  

Sebagai bukti nasabah menjadi wakil adalah nasabah 

menerima uang dari bank syariah atau BMT, kemudian nasabah 

+ urbun 
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menandatangani tanda terima uang nasabah atau promes dan 

sejenisnya sebesar uang yang diterima. Selanjutnya nasabah 

membeli barang, dealer mengirim barang atas nama bank kepada 

nasabah kemudian nasabah memberikan informasi berupa bukti 

pembelian atau kuitansi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli 

barang,lalu pihak bank menawarkan harga barang tersebut kepada 

nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli. Sehingga barang pun 

beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala 

resikonya. 

 

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait 

Pembiayaan Murabahah 

Selama ini DSN MUI telah menerbitkan beberapa fatwa mengenai 

pembiayaan murabahah, yakni :42 

1. Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 

Fatwa ini mengatur beberapa ketentuan umum murabahah, 

diantarannya : 

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

riba. 

b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah 

Islam. 

                                                 
42 Husein Umar, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, edisi Revisi Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006 
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c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya. 

d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang. 

f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan)dengan harga jual senilai harga beli ditambah 

keuntungan. Dalam hal ini, bank harus memberitahu secara jujur 

harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan 

akadtersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus 

dengannasabah. 

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 

membelibarang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahahharus 

dilakukansetelah barang secara prinsip menjadi milik bank. 

Selain itu, terdapat pembahasan lain mengenai ketentuan 

murabahah kepada nasabah, jaminan dalam murabahah, hutang dalam 

murabahah, penundaan pembayaran dalam murabahah, bangkrut 

dalam murabahah 
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2. Fatwa DSN 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam 

Murabahah 

a. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah 

pihak bersepakat. 

b. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. 

c. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus 

memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. 

d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat 

meminta tambahan kepada nasabah. 

e. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus 

mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. 

3. Fatwa DSN 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah 

a. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang 

disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) 

benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih 

rendah. 

b. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang 

diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. 

c. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari 

supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, 

diskon adalah hak nasabah. 
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d. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon 

tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang 

dimuat dalam akad. 

e. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah 

diperjanjikan dan ditandatangani. 

4. Fatwa DSN 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah 

Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran  

a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan 

LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-

nunda pembayaran dengan disengaja. 

b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force 

majeur tidak boleh dikenakan sanksi. 

c. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak 

mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya 

boleh dikenakan sanksi. 

d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah 

lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 

e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya 

ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad 

ditandatangani. 

f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. 
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5. Fatwa DSN 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam 

Murabahah 

a. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan 

pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah 

disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban 

pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam 

akad. 

b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada 

kebijakan dan pertimbangan LKS. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM, SISTEM, DAN PRAKTIK PEMBIAYAAN 

MURABAHAH 

 

A. Profil KJKS BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal 

1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Bina Umat Mandiri (BUM) Tegal 

KJKS BMT Bina Umat Mandiri adalah Koperasi Simpan 

Pinjam Syariah yang bergerak dalam proses simpanan dan pembiayaan 

secara syariah. BMT BUM adalah BMT pertama di kota Tegal yang 

berdiri tepat tanggal 22 September 1997. BMT BUM pendiriannya 

diprakarsai oleh beberapa orang mahasiswa Tegal yang menuntut ilmu 

di Institut Pertanian Bogor. Gagasan pendiriannya diilhami dengan 

melihat kenyataan bahwa gejala inflasi yang semakin menghimpit 

masyarakat kecil dan merebaknya praktek riba di masyarakat.Keadaan 

masyarakat pada saat itu membuat para mahasiswa tergugah hatinya 

untuk membantu mereka dengan mendirikan BMT guna membantu 

masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dan pemberian 

permodalan usaha dengan sistem ekonomi syariah. 

BMT BUM memiliki 2 fungsi utama, yaitu sebagai Baitut 

Tamwil yang berorientasi pada bisnis ekonomi syariah dan juga 

sebagai Baitul Maal yang mengelola dana zakat, infaq, sedekah serta 

wakaf (lembaga sosial) untuk pemberdayaan masyarakat. BMT BUM 
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memiliki tagline “Lebih Syariah Lebih Nyaman” selalu 

mengutamakan pelayanan agar sesuai dengan syariah. 

BMT BUM yang terus bertumbuh kembang telah memiliki 3 

(tiga) cabang yang berada di wilayah kabupaten dan kota Tegal yaitu 

di Jl. Perintis Kemederkaan Kota Tegal, Ujungrusi Adiwerna, serta 

Dukuh mingkrik Slawi. BMT BUM akan terus mengembangkan 

usahanya dengan berbagai macam produk simpanan, pembiayaan dan 

penghimpunan modal seiring dengan bertambahnya kepercayaan 

masyarakat. 

Hingga akhir Desember 2014 aset BMT BUM mencapai 

24milyar. Dengan asset yang berjumlah besar BMT BUM telah 4 

(empat) kali diaudit oleh Auditor Eksternal dari KJA (Koperasi Jasa 

Audit) Cirebon dan Semarang dengan hasil “Wajar Tanpa Syarat”. 

BMT BUM sekarang memiliki 5.096 anggota dan anggota 

yang telah dilayani sampai akhir Desember 2014 mencapai 8.265 

orang. Jumlah ini optimis terus akan bertambah dengan perkembangan 

BMT BUM sekarang ini. Semakin berkembangnya BMT BUM telah 

bermitra baik dengan bank-bank syariah yang ada di Tegal. Berkat 

bimbingan dan dukungan yang tak pernah henti dari Dinas Koperasi 

baik wilayah maupun daerah, kini BMT BUM telah memiliki mitra 

UMKM binaan dalam rangka OVOP (One Product One Village) 

seperti pengrajin batik tegalan dan pengrajin hasil pengolahan ikan. 

Bahkan sudah sering dipercaya oleh Dinas Koperasi untuk membina 
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koperasi lain baik secara langsung maupun ditunjuk untuk mengisi 

materi dalam acara yang diselengarakan oleh dinas koperasi. 

Yang tak kalah penting dan menjadi nilai tambah untuk BMT 

BUM adalah jumlah pengelola 48 orang telah memiliki 12 karyawan 

yang bersertifikasi manajer. BMT BUM juga telah menjadi anggota 

Perhimpunan BMT Indonesia.Juga sebagai lembaga pemprakasa 

Asosiasi BMT Kota Tegal dan menjadi ketuaperhimpunan BMT se 

Kota Tegal.1 

2. Visi dan Misi KJKS BMT BUM Tegal 

BMT BUM Tegal memilili visi “Menjadi Lembaga Keuangan 

Mikro Syariah yang kokoh dan terpercaya menuju kesejahteraan 

bersama.”Sedangkan misinya adalah:2 

a. Menerapkan sistem syariah secara konsisten dan menyeluruh 

b. Mewujudkan/meningkatkan kualitas aset yangsehat, SDM yang 

cakapdan sistem operasional yang handal. 

c. Meningkatkan/mewujudkan kepedulian kepada seluruh masyarakat 

terutama anggota kalangan ekonomi lemah dengan program 

pemberdayaan. 

d. Mewujudkan tercapainya pengelolaan keuangan yang transparan 

dan akuntabel. 

e. Meningkatkan pendapatan untuk semua anggota dan masyarakat. 

                                                           
1 Company Profile KJKS BMT BUM 
2 Company Profile KJKS BMT BUM 
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f. Memberikan pembiayaan yang memiliki daya saing untuk usaha 

anggota sehingga terbebas dari jerat riba. 

g. Pendampingan kepada masyarakat. 

h. Terpenuhinya standar hidup pengelola. 

3. Budaya Kerja KJKS BMT BUM 

a. Budaya Kerja KJKS BMT BUM.3 

“AHLI SORGA” 

 Add Values (Memberikan Nilai) 

 High Performance (Berkinerja Tinggi) 

 Learn, Grow, and Fun (Senantiasa Bekerja, Mengembangkan 

Diri dan Menuntaskan Tugas dengan Bersemangat) 

 Integrity and Commitment (Amanah dan Berkomitmen) 

 Syar’ie (Mengamalkan dan Menegakkan Syariah Islam) 

 Optimis Visionary (Optimis Menata Masa Depan) 

 Respect Others (Menghormati dan Menghargai Orang Lain) 

 Go Extra Miles (Melakukan Sesuatu Melebihi Standar) 

 Abundance and Grateful (Berkelimpahan & Bersyukur) 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Company Profile KJKS BMT BUM 
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4. Struktur Organisasi  KJKS BMT BUM Tegal4 

Gambar 4: Struktur Organisasi Pusat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Rapat Anggota Tahunan (RAT) KJKS BMT BUM Tahun Buku 2014, h. 23-25 
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Tabel 2. Badan Pengurus BMT BUM 

No. Jabatan Nama 

1 Ketua Retno Kristanto, SE 

2 Sekretaris Aris Aditya Resi, A.Md 

3 Bendahara  Anggit Tri Kurniawan, SE 

Sumber : RAT KJKS BMT BUM Tahun 2014 

Tabel 3. Struktur KJKS BMT BUM Pusat 

No. Jabatan Nama 

1 Manajer Umum M. Irfan, A.Md 

2 Manajer SPI Eni Winarsih., A.Md 

3 Manajer Bisnis Urip surya W., SPi 

4 

Manajer Sumber Daya 

Insani (SDI) Aris Aditya Resi,A. Md 

5 Manajer Operasional Mushobakhun,SH 

6 

Kabag. Administrasi 

danUmum Sofwati,SE 

7 Kabag. Remedial  Tri Budi Susilo,SE 

8 Kabag. Keuangan Anggit Tri Kurniawati, SE 

9 Staff IT Syakir Ni’am, S.Kom 

Sumber : RAT KJKS BMT BUM Tahun 2014 
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Gambar 5: Struktur Organisasi Cabang 

 

Sumber : RAT KJKS BMT BUM Tahun 2014 

Tabel 4. KJKS BMT BUM Cabang Tegal 

No. Jabatan Nama 

1 Kepala Cabang Dasam, S.Pd 

2 Supervisor Marketing Hariyanto 

3 Marketing Funding M. Ali Mashuri  

4 Supervisor Operasional / CS Lili Fitriyani, SE 

5 Teller  Indi Astika, SE 

6 Marketing M. Hasyim 

8 Marketing M. Taufik Maulana 

9 Marketing A. Arief Firmansyah 

10 Marketing Fida Syauqi Huda 

11 Marketing Agus Riyanto 

13 OB Lalu Masyadi 

14 OB Casmani 
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15 Penjaga Malam Tjipto 

Sumber : RAT KJKS BMT BUM Tahun 2014 

 

5. Produk-produk  KJKS BMT BUM Tegal  

Sebagai lembaga keuangan syariah BMT BUM memiliki 

beberapa produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk BMT 

BUM tersebut dibagi menjadi dua yaitu produk simpanan dan produk 

pembiayaan. Diharapkan produk-produk tadi dapat membantu 

masyarakat dalam mengelola keuangan keluarga dan mengembangkan 

usaha kecil miliknya. 

a. Produk Simpanan5 

1) Simpanan Umum 

 Simpanan Sukarela 

Yaitu simpanan perorangan yang sumber dananya 

dari pribadi dengan akad wadi’ah yad dhamanah (titipan 

dengan jaminan keamanan) yang sewaktu-waktu dapat 

diambil. Bonus diberikan setiap bulan dan langsung 

menambah saldo simpanan. 

 Simpanan Lembaga 

Yaitu simpanan yang sumber dananya dari lembaga/ 

sekolah/ perusahaan dengan akad wadi’ah yad dhamanah 

(titipan dengan jaminan keamanan) yang sewaktu-waktu 

                                                           
5 Company Profile KJKS BMT BUM 
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dapat diambil. Bonus dapat diberikan setiap bulan dan 

langsung menambah saldo simpanan. 

 Simpanan Pendidikan 

Yaitu simpanan yang bersumber dari sekolah/siswa 

yang direncanakan untuk biaya pendidikan dengan akad 

wadi’ah yad dhamanah (titipan dengan jaminan 

keamanan). Bonus diberikan setiap bulan dan langsung 

menambah saldo simpanan. 

2) Simpanan Program Perencanaan Masa Depan. 

 Simpanan Qurban dan Akiqah 

Yaitu simpanan progran untuk perorangan atau 

lembaga dengan akad wadi’ah yad dhamanah (titipan 

dengan jaminan keamanan) yang bertujuan membantu 

anggota dalam perencanaan dan pelaksanaan ibadah 

qurban. Bonus diberikan setiap bulan dan langsung 

menambah saldo tabungan. 

 Simpanan Multiguna Syariah Sejahtera (SMS Sejahtera) 

Yaitu simpanan yang dikelola dengan prinsip 

mudharabah (bagi hasil). Simpanan ini cocok untuk 

perencanaan jangka panjang, seperti perencanaan 

pendidikan, perencanaan pensiun, perencanaan rumah 

idaman, perencanaan umrah/haji dengan bagi hasil yang 

luar biasa. 
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 Arisan BMT BUM 

Yaitu salah satu simpanan program BMT BUM yang 

dikelola dengan akad wadiah yad dhamanah (titipan 

dengan jaminan keamanan) dalam jangka waktu 17 

bulandengan setoran arisan Rp. 100.000 setiap bulannya. 

Pembukaan/pengocokan arisan dilakukan setiap tanggal 18 

setiap bulan untuk dua orang peserta. Bagi anggota yang 

tertib dalam setoran tiap bulannya, maka berkesempatan 

untuk mendapatkan souvenir menarik yang diundi setiap 

bulannya serta undian grand bonus dengan bonus utama 1 

unit sepeda motor, mesin cuci, lemari es, TV colour, 

dispenser, kipas angin, dan souvenir menarik pada akhir 

periode arisan.   

 Simpanan Paket Ramadhan (PAKERO) 

Yaitu simpanan untuk persiapan kebutuhan di bulan 

suci Ramadhan yang dikelola dengan akad wadi’ah yad 

dhamanah (titipan dengan jaminan keamanan) dalam 

jangka waktu 10 bulan, dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Anggota wajib menyetorkan simpanannya seminggu 

sekali sebesar Rp. 30.000. 

 Anggota akan mendapatkan Kartu Pakero sebagai bukti 

keikutsertaan program ini dan untuk selanjutnya 

menjadi Kartu Setoran. 
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 Simpanan tidak dapat diambil sampai dengan periode 

berakhir. 

 Simpanan akan diambil dalam bentuk paket sembako 

yang akan dibagikan pada bulan Ramadhan. 

 Simpanan Haji 

Yaitu simpanan untuk perorangan bagi semua lapisan 

masyarakat, yang dapat digunakan untuk rencana 

menunaikan ibadah haji. Apabila saldo sudah mencapai 25 

juta, maka akan langsung didaftarkan ke Kemenag setempat 

untuk memperoleh porsi pemberangkatan haji. Anggota 

juga dapat memanfaatkan fasilitas program dana talangan 

haji dari BMT BUM. Bonus diberikan setiap bulan dan 

langsung menambah saldo tabungan. 

3) Simpanan Berjangka 

 Simpanan Berjangka (SIMJAKA) 

Yaitu simpanan untuk perorangan atau lembaga yang 

menyimpannya ditentukan dengan jangka 3, 6, dan 12 

bulan yang dikelola dengan akad mudharabah (bagi hasil). 

Simpanan berjangka minimum Rp. 1.000.000,-. Anggota 

akan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif, dan 

SIMJAKA dapat digunakan sebagai agunan untuk fasilitas 

pembiayaan. 

 Investasi BUM 
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Yaitu investasi modal dengan jangka waktu 36 bulan 

yang dikelola dengan akad mudharabah (bagi hasil). 

Simpanan berjangka minimum Rp. 1.000.000,-. Anggota 

akan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif setiap 

bulannya, dan investasi dapat digunakan sebagai agunan 

untuk fasilitas pembiayaan. 

Tabel 5. Nisbah Simjaka* 

JANGKA WAKTU 
NISBAH 

Anggota BMT 

3 Bulan 35 % 65 % 

6 Bulan 42 % 58 % 

12 Bulan 57 % 43 % 

Investama 36 Bulan 65 % 35 % 

   *Waktu dan Nisbah bisa disepakati antara BMT dan Penyimpan / 

Anggota 

Sumber : Company Profile KJKS BMT BUM 

 

b. Produk Pembiayaan6 

1) BMT BUM SAHABAT TANI 

Yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para 

petani untuk pembiayaan modal pertanian (padi, bawang, 

sayuran dan buah-buahan) dengan agunan kendaraan bermotor/ 

sertifikat rumah/ tanah. Tujuannya adalah pembiayaan untuk 

modal pertanian. 

 

                                                           
6 Company Profile KJKS BMT BUM Tegal 
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2) BMT BUM MITRA UMKM 

Yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 

anggota untuk modal kerja sehingga operasional usaha berjalan 

lancar dan rencana pengembangan usaha tercapai.Agunan 

dengan menggunakan kendaraan bermotor / sertifikat rumah / 

tanah. Tujuannya adalah pembiayaan untuk memberkan 

kemudahan para pengusaha / bisnis mendapatkan model usaha. 

3) BMT BUM BUMBASTIS  

Yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 

anggota untuk pengembalian barang elektronik dengan agunan 

barang elektronik yang dibiayai. Tujuannya adalah pembiayaan 

untuk pembelian elektronik, seperti laptop, kulkas, mesin cuci, 

TV dan lain-lain. 

4) BMT BUM MULTI JASA 

Yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk 

membiayai berbagai kebutuhan layanan jasa anggota selama 

jasa tersebut tidak bertentangan dengan hukum undang-undang 

yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan 

oleh syariah Islam. Tujuannya adalah pembiayaan untuk biaya 

pendidikan, biaya penikahan, biaya pembuataan sertifikat tanah 

/ rumah, biaya wasiat dan lain-lain. 

Produk-produk di atas merupakan produk yang di tawarkan 

BMT BUM sebagai lembaga baitut tamwil. Selain itu, terdapat baitul 
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maal yang termasuk bagian dari BMT BUM. Baitul Maal BMT BUM 

bersinergi dengan Lembaga Zakat Nasional DD Republika menjadi 

mitra pengelola Zakat Dompet Dhuafa dengan SK no. 888/DD/SK-

Direktur /IX/2012 yang ditetapkan pada tanggal 12 September 2012 di 

Jakarta.  Berikut beberapa program penyaluran Ziswaf Baitul Maal 

Bina Umat Mandiri:7 

a. KUBE 

KUBE ( Kelompok Usaha Bersama ) merupakan bentuk 

pemberdayaan ekonomi dhu’afa yang berupa pemberian latihan, 

stimulus modal awal, pendampingan produksi, pemasaran dan 

pembukuan. KUBE ( Kelompok Usaha Bersama ) yang difasilitasi 

Baitul Maal Bina Umat Mandiri sudah terbuntuk 3 kelompok 

usaha, 2 kelompok usaha, 2 kelompok usaha nugget ikan “Ulam 

Sari” & “Sarimina” dan 1 kelompok usaha batik tegalan “Cempaka 

Mulya”. 

b. QORD AL HASAN 

Pembiayaan Qord Al Hasan adalah pembiyaan kebajikan 

dari Baitul Maal dimana anggota yang  menerima hanya 

mengembalikan ke Baitul Maal jumlah pokoknya saja. Hal ini 

bertujuan sebagai konsep penguliran dana kemanusiaan & 

pendampingan usaha. 

 

                                                           
7 Brosur Baitul Maal KJKS BMT BUM 
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c. PENGOBATAN GRATIS 

Baitul Maal secara rutin memberikan layanan kesehatan 

secara gratis kepada masyarakat di daerah miskin yang jauh dari 

pelayanan kesehatan secara maksimal. Pelayanan kesehetan 

meliputi pemeriksaan dan pengobatan umum, pemberian obat 

gratis dan pendampingan orang sakit. 

d. AMBULAN GRATIS 

Penghimpunan dan wakaf ambulan dan operasional 

ambulan gratis yang diperuntukan untuk masyarakat umum 

khususnya dhuafa. Sebagai bentuk fasilitas pelayanan kesehatan 

gratis. Baitul Maal BUM meiliki 1 Unit Mobil ambulan yang siap 

beroperasi. 

e. PULSARA 

Pelatihan pengurusan jenasah ( PULSARA ) merupakan 

program pelatihan bagi anggota pulasara dan bagi masyarakat 

dhuafa.  

f. BEASISWA SEKOLAH 

Program beasiswa merupakan pemberian beasiswa bagi 

pelajar yang berstatus yatim piatu dan dhuafa yang berprestasi. 

Dalam program ini peserta tersebut juga mendapat program 

pendampingan peningatan kualitas dalam berprestasi dan 
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pembinaan intensif setiap pekan, selain mendapatkan santunan 

beasiswa. 

 

B. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan Murabahah di 

KJKS BMT BUM Tegal 

1. SOP Pelayanan Pembiayaan Murabahah 8 

a. Calon anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan dengan 

menyertakan foto copy identitas diri yang masih berlaku, foto copy 

KK (Kartu Keluarga), serta foto copy bukti pemilikan barang yang 

akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. 

b. Customer Service (CS) akan menerima dan mencatat permohonan 

pembiayaan ke dalam buku register permohonan pembiayaan, 

antara lain memuat nama, alamat, pekerjaan, jumlah permohonan, 

tujuan penggunaan pembiayaan, dan lain-lain. 

c. Kemudian CS akan mewawancarai secara umum mengenai objek 

dan keperluan pembiayaan serta hal-hal yang bersangkutan dengan 

pekerjaan/usaha, penghasilan dan hal-hal lain yang berhubungan 

dengan persyaratan pembiayaan seperti: 

1) Harga barang yang akan dibeli 

2) Besarnya kemampuan angsur anggota, lamanya jangka waktu 

pembiayaan. 

                                                           
8 Hasil wawancara dengan Ibu Indi Selaku CS KJKS BMT BUM Cabang Tegal, tanggal 26 

Januari 2015 
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3) Dan lain-lain yang berhubungan dengan permohonan 

pembiayaan nasabah. 

d. CS akan mendistribusikan permohonan pembiayaan yang masuk 

kepada Account Officer(AO) untuk dilakukan penilaian. 

e. Pada tahap ini AO akan memeriksa kelengkapan dokumen anggota, 

dan pemeriksaan kelapangan mengenai objek yang akan dibiayai, 

keadaan usaha/pekerjaan anggota dan verifikasi data-data yang 

disampaikan anggota dengan kondisi di lapangan.Selanjutnya BMT 

akan menganalisa kelayakan anggota untuk mendapatkan fasilitas 

pembiayaan dengan jual beli murabahah (analisis 6 C). 

f. Penilaian AO atas kondisi usaha calon anggota mempunyai dua 

kemungkinan, yaitu memenuhi syarat yang berlaku di BMT BUM 

atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan BMT. 

g. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di BMT, maka 

AO akan membuat usulan penolakan terhadap manajer untuk 

selanjutnya permohonan tersebut di tolak. 

h. Apabila permohonan tersebut setelah di analisa memenuhi syarat, 

maka AO akan membuat memo usulan pembiayaan kepala cabang, 

yang antara lain memuat indentitas anngota, permasalahan yang 

dihadapi calon anngota, pertimbangan yang meliputi aspek 

manajemen, aspek keuangan, aspek jaminan, serta rekomendasi. 

i. Kepala Cabang akan menilai memo usulan yang diajukan AO 

untuk selanjutnya dapat disetujui atau ditolak.Keputusan atas 
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permohonan pembiayaan akan dibuatkan surat keputusan 

pembiayaan (SP3) yang selanjutnya akan disampaikan kepada 

anggota. 

j. Untuk permohonan pinjaman disetujui, maka surat keputusan 

pembiayaan (SP3) tersebut menjadi dasar atau bagian yang tidak 

terpisahkan dari akad perjanjian pembiayaan yang dibuat dan 

ditandatangani oleh nasabah dan BMT. 

2. SOP Pengambilan Keputusan dalam Pembiayaan Murabahah 9 

Sistem pengambilan keputusan dalam menyetujui suatu 

permohonan pembiyaan dibuat secara bertingkat. 

a. Di bawah Rp. 10 juta keputusan persetujuan pembiyaan dilakukan 

melalui komite pembiayaandengan anggota Kepala Cabang dan 

Supervisior (SPV) Marketing 

b. Di atas Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 30 juta keputusan 

persetujuan pembiyaan dilakukan melalui komite pembiyaan 

dengan melibatkan Kepala Cabang, SPV Marketing dan Manajer 

Bisnis. 

c. Di atas Rp. 30 juta keputusan persetujuan pembiyaan dilakukan 

melalui komite pembiyaan dengan melibatkan Kepala Cabang, 

SPV Marketing, Manajer Bisnis, Manajer Umum dan persetujuan 

pengurus. 

 

                                                           
9 Hasil wawancara dengan Bapak Hariyanto selaku SPV Marketing, tanggal 26 Januari 

2015 
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3. SOP Pencairan PembiayaanMurabahah. 10 

a. Calon anggota yang telah disetujui permohonan pembiayaannya 

datang membawa bukti kepemilikan asli jaminan dan diserahkan 

kepada CS. 

b. CS kemudian akan mencatat pembiayaan yang akan dicairkan ke 

dalam buku register pembiayaan/membuatkan BO rekening 

pembiayaan anggota. 

c. Untuk pembiayaan murabahah, terdapat dua teknis yang terjadi 

yaitu : 

- Dengan adanya akad wakalah dimana pembelian barang 

diserahkan kepada anggota, sehingga sebelum akad murabahah 

akan diadakan akad wakalah disertai dengan pencairan 

pembiayaan terlebih dahulu, atau akad wakalah disertai dengan 

adanya akad murabahah, sehingga akad wakalah, pencairan 

pembiayaan dan akad murabahah akan dilakukan dalam satu 

waktu. 

- Tanpa adanya akad wakalah, maka pihak KJKS BMT BUM 

sendiri yang akan membelikan barang yang dibutuhkan 

anggota. 

                                                           
10 Hasil wawancara dengan Bapak Hariyanto selaku SPV Marketing, tanggal 26 Januari 

2015 
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d. Setelah pembelian barang terjadi, selanjutnya CS akan menyiapkan 

berkas pembiayaan yang terdiri dari akad pembiayaan 

(murabahah), surat pengikatan jaminan, surat kuasa menjual, daftar 

angsuran, kartu angsuran, slip pencarian pembiayaan, serta slip 

biaya-biaya yang muncul akibat adanya pembiayaan yang 

dibebankan kepada anggota, seperti biaya materai, biaya 

administrasi, dan biaya notariil. 

e. Kemudian setelah persyaratan-persyaratan pembiayaan terpenuhi 

maka terjadilah akad pembiayaan murabahah, dimana anggota 

menandatangani akad pembiayaan beserta lampiran mengenai 

kesepakatan pembayaran pembiayaan murabahah (cicilan/tempo) 

yang disertai dengan adanya saksi dan ditandatangani oleh saksi 

(suami/istri anggota). 

f. Teller akan mencatat transaksi pencairan pembiayaan dan akan 

memvalidasi  bukti/slip setoran dan anggota akan memperoleh 

bukti rangkap dari nota pencairan tersebut dan transaksi 

pembiayaan akan dimasukanke dalam mutasi kas harian, serta 

mutasi harian pembiayaan. 

g. Bagian manajemen akan mengarsipkan berkas pembiayaan sesuai 

dengan abjad nama anggota. 
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C. Praktik Pembiayaan Murabahah Untuk Modal Kerja di KJKS BMT 

BUM Tegal 

KJKS BMT BUM selain memiliki fungsi penyalur dana bersifat non 

profit, juga menyalurkan dana bersifat profit yang disebut pembiayaan. 

Pembiayaan merupakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan 

atau pemberian fasilitas penyediaan dana untuk berbagai macam transaksi 

seperti transaksi bagi hasil, sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam, 

dan sewa-menyewa jasa yang didasarkan pada kesepakatan antar beberapa 

pihak pihak/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut 

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayan 

ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk meningkatkan daya guna uang 

dan barang serta meningkatkan kegairahan usaha dalam masyarakat 

sehingga stabilitas ekonomi masyarakat dapat berkembang dan 

membebaskan masyarakat dari jerat riba. 

KJKS BMT BUM memiliki beberapa jenis pembiayaan yaitu 

mudharabah, musyarakah, salam, dan murabahah. Pembiayaan 

murabahah di KJKS BMT BUM merupakan pembiayaan untuk 

pemenuhan kebutuhan anggota, dimana Pihak BMT 

menyediakan/membelikan barang yang dibutuhkan anggota, kemudian 

harga jual barang dari BMT kepada anggota merupakan harga beli barang 

ditambah margin yang disepakati oleh pihak BMT dan anggota.  
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Jenis Murabahah yang terjadi di KJKS BMT BUM merupakan 

murabahah berdasarkan pesanan, dimana jual beli murabahah akan 

dilakukan setelah adanya anggota yang mengajukan pembiayaan 

murabahah untuk pembelian/pemenuhan suatu barang. Sedangkan proses 

pemenuhan/pengadaan barang yang dibutuhkan anggota, KJKS BMT 

BUM menggunakan pembiayaan murabahah murni dan pembiayaan 

murabahah bil wakalah.  

Pembiayaan murabahah murni merupakan pembiayaan yang 

dilakukan dengan akad murabahah saja tanpa diikuti dengan akad lain, 

sehingga pihak BMT sendiri yang akan membelikan barang yang 

dibutuhkan anggota. Sedangkan pembiayaan murabahah bil wakalah 

adalah pembiayaan yang dilakukan dengan akad murabahah yang 

sebelumnya diikuti dengan adanya akad wakalah untuk melengkapinya. 

Murabahah bil wakalah merupakan akad yang dilakukan KJKS BMT 

BUM dimana BMT memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli 

barang atas nama BMT kepada supplier atau pabrik. 

Calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah harus 

melalui sistem yang telah ditentukan oleh pihak BMT seperti yang telah 

dipaparkan di atas. Berikut proses pembiayaan murabahah yang terjadi di 

KJKS BMT BUM. 

1. Negosiasi dan Proses Akad 

Tahap awal prosedur praktik pembiayaan murabahah yang 

terjadi di KJKS BMT BUM TEGAL adalah dengan mengajukan 
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permohonan pembiayaan disertai dengan persyaratan dan negosiasi 

antara anggota dengan pihak KJKS BMT BUM Tegal. Persyaratan 

yang perlu disediakan antara lain, anggota mengisi formulir 

permohonan pembiayaan  yang  berisi biodata anggota disertai 

permohonan jumlah pembiayaan, dan tujuan pembiayaan dengan 

menyertakan foto copy identitas diri yang masih berlaku, foto copy 

KK (Kartu Keluarga), serta foto copy bukti pemilikan barang yang 

akan dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. 

Pelaksanaan pengajuan maupun negosiasi yang terjadi untuk 

menentukan besar plafon yang dapat diperoleh oleh anggota. 

Penentuan besar-kecilnya harga pokok/pembiayaan yang diberikan 

oleh KJKS BMT BUM dalam modal kerja ini terbagi menjadi dua, 

yaitu tanpa jaminan dan dengan jaminan. Tanpa adanya jaminan, besar 

kecilnya harga pokok ditentukan berdasarkan jenis usaha anggota, 

keberlangsungan usaha anggota, keuangan anggota. Sedangkan dengan 

adanya jaminan, ketiga aspek yang telah disebutkan ditambah dengan 

jaminan yang digunakan anggota. Dimana semua aspek tersebut akan 

dinilai/dianalisis oleh Account Officer (AO) sehingga dapat diketahui 

seberapa besar jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh KJKS 

BMT BUM kepada anggota. Dan dalam penentuan margin keuntungan 

yang harus diberikan anggota kepada KJKS BMT BUM, KJKS BMT 

BUM mempunyai nilai jual margin terendah dan tertinggi, yaitu antara 
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2 % - 3,5 %.11 Selain itu, KJKS BMT BUM mempunyai patokan 

margin untuk setiap plafon pembiayaan. Penentuan  margin dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

 

 

Tabel 6. Angsuran Pembiayaan Murabahah 

Harga  Jangka Waktu 

Barang 4 6 9 12 

1.000.000 272.000 189.000 134.000 106.000 

1.500.000 408.000 283.000 200.000 158.000 

2.000.000 544.000 378.000 267.000 211.000 

2.500.000 680.000 472.000 333.000 264.000 

3.000.000 816.000 566.000 400.000 316.000 

3.500.000 952.000 661.000 466.000 369.000 

4.000.000 1.088.000 755.000 533.000 422.000 

4.500.000 1.224.000 849.000 599.000 474.000 

5.000.000 1.360.000 944.000 666.000 527.000 

Sumber : Brosur Pembiayaan Murabahah KJKS BMT BUM 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penentuan 

margin keuntungan pembiayaan murabahah di KJKS BMT telah 

ditentukan diawal, bahkan sebelum anggota mengajukan pembiayaan. 

Sebenarnya penentuan margin yang dibuat oleh KJKS BMT BUM 

tersebut digunakan sebagai informasi bagi anggota untuk 

memperkirakan berapa margin yang harus mereka bayar ketika mereka 

melakukan pembiayaan dengan plafon tertentu. Selain itu, data 

                                                           
11 Hasil wawancara dengan Ibu Sofwati selaku Kabag Adum KJKS BMT BUM, tanggal 2 

Maret 2015 
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tersebut dapat digunakan anggota sebagai perbandingan dengan 

pembiayaan yang terjadi di lembaga keuangan lain.12 

Pembiayaan murabahah tanpa adanya jaminan diperuntukan 

kepada para pedagang pasar, dimana pembiayaan yang akan diperoleh 

anggota didasarkan pada analisa keuangan, jenis usaha anggota, serta 

faktor kepercayaan yang diberikan oleh KJKS BMT BUM kepada 

anggota, dengan plafon pembiayaan kali pertama yang dapat diperoleh 

anggota sebesar Rp. 500.000, dan ketika dalam pemberian pembiayaan 

tersebut jadwal angsur anggota baik, tepat waktu (sesuai dengan 

kesepakatan), serta anggota menetap dipasar tersebut, maka tingkat 

plafon pembiayaan anggota dapat naik secara bertahap dengan nominal 

maksimal Rp. 5.000.000 meskipun tanpa menggunakan jaminan. 

Untuk pembiayaan murabahah dengan plafon besar tetap ditentukan 

berdasarkan analisa keuangan, jenis usaha anggota dan jaminan yang 

digunakan anggota.13 

Dalam pembiayaan murabahah, terdapat ketentuan mengenai 

harga pokok, margin, dan harga jual. Harga pokok adalah jumlah uang 

yang telah diputuskan KJKS BMT BUM untuk diberikan kepada 

anggota guna pembelian barang modal kerja. Margin adalah kentungan 

yang disepakati anggota untuk diberikan kepada KJKS BMT BUM. 

Sedangkan Harga Jual adalah harga pokok ditambah margin 

                                                           
12 Hasil wawancara dengan Ibu Sofwati selaku Kabag Adum KJKS BMT BUM , tanggal 2 

Maret 2015 
13 Hasil wawancara dengan Ibu Sofwati selaku Kabag Adum KJKS BMT BUM, tanggal 2 

Maret 2015 
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(keuntungan) yang telah disepakati oleh KJKS BMT BUM dan 

anggota. Sehingga dalam harga jual tidak ada lagi pemisahan antara 

pokok pembelian barang dan keuntungan murabahah.14 

Penentuan margin yang diperoleh oleh KJKS BMT BUM pun 

tidak terjadi tawar menawar antara penjual dan pembeli, pedagang 

pasar yang berkedudukan sebagai anggota langsung menandatangani 

akad, dan menerima dana dari pihak KJKS BMT BUM. Dimana ketika 

akad murabahah terjadi AO (Marketing) tidak menawarkan terlebih 

dahulu mengenai margin, tetapi langsung membacakan akad didepan 

anggota, kemudian akad tersebut langsung ditandatangani oleh kedua 

belah pihak disertai pencairan pembiayaan.15 Margin keuntungan yang 

dikehendaki KJKS BMT BUM, seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya BMT mempunyai patokan margin sehingga presentase 

margin telah ditentukan oleh pihak KJKS BMT BUM berdasarkan 

tingkat plafon pembiayaan dan standar margin antara 2% - 3,5%. 

Dimana jangka waktu pembiayan tidak merubah besarnya margin yang 

diperoleh karna margin telah ditentukan di awal akad. 

Setelah anggota setuju melakukan pembiayaan murabahah, maka 

penandatanganan akad. Akad yang digunakan oleh KJKS BMT BUM 

adalah akad  murabahah  (jual-beli) dimana KJKS BMT BUM 

bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Dalam praktik 

                                                           
14 Hasil wawancara dengan Ibu Sofwati selaku Kabag Adum KJKS BMT BUM, tanggal 2 

Maret 2015 
15 Hasil penelitian penulis ketika ikut AO ke pasar dan mencairkan pembiayaan 

murabahah 
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akad pembiayaan murabahah tersebut juga terdapat akad tambahan, 

yaitu akad wakalah, dimana akad ini digunakan untuk pengalihan 

kuasa pembelian barang / KJKS BMT BUM mewakilkan pembelian 

barang yang dibutuhkan kepada anggota. Sehingga dalam hal ini KJKS 

BMT BUM hanya berperan sebagai pemberi modal kepada anggota 

untuk membeli barang yang dibutuhkan dalam modal kerjanya. 

Dalam pelaksanaan akad murabahah, anggota menandatangani 

form akad pembiayaan murabahah yang telah disediakan KJKS BMT 

BUM. Form akad murabahah memuat penjelasan akad murabahah 

secara rinci dimana memuat 15 pasal, salah satunya dalam pasal 2 

mengenai pembiayaan dan jangka waktu penggunaannya dijelaskan,16 

1. Mabi’ (objek jual-beli) murabahah : 

2. Tsaman (Harga) pokok  : 

3. Down Payment   : 

4. Ribh (Margin/keuntungan)  : 

5. Biaya-biaya (notaris, asuransi., angkut, dll) : 

6. Tsaman (Harga) jual   : 

7. Cara Pembayaran   : 

8. Jatuh Tempo Angsuran   : 

9. Jangka Waktu Pembiayaan  : 

10. Jatuh Tempo Pembiayaan  : 

                                                           
16 Form akad jual beli murabahah 
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Sehingga anggota cukup mengisi data yang berkaitan dengan anggota 

kemudian menandatangani akad tersebut diatas materai. 

Untuk mekanisme pelaksanaan akad pembiayaan murabahah 

yang terjadi di KJKS BMT BUM, akad murabahah dilakukan 

bersamaan dengan akad wakalah, dimana pelaksanaan akad murabahah 

dilakukan setelah akad wakalah disampaikan secara lisan oleh AO 

(Account Officer). AO hanya menyampaikan akad wakalah dengan 

“Uang ini saya akadkan wakalah kepada ibu/bapak untuk membeli 

barang yang telah disepakati dalam form akad murabahah” setelah 

akad selesai disampaikan, AO akan membacakan akad yang kedua 

yaitu akad murabahah, AO selaku pihak BMT dan anggota disertai 

saksi menandatangani akad murabahah tersebut. 

Sehingga dalam pelaksaan akad wakalah tidak ada bukti tertulis 

yang menjelaskan bentuk pengalihan kuasa yang diberikan BMT itu 

seperti apa dan bagaimana, bukti tertulis langsung dalam akad 

murabahah, dimana dalam akad tersebut memuat barang yang menjadi 

objek murabahah.  

2. Pengadaan Objek Akad 

Setelah akad murabahah disepakati dan ditandatangani oleh 

kedua belah pihak, maka anggota dapat menerima dana dari KJKS 

BMT BUM yang selanjutnya dana tersebut digunakan untuk 

pembelian barang. 
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Dalam proses pembelian barang, karna KJKS BMT BUM 

menggunakan akad wakalah. Maka seperti yang telah dijelaskan 

diatas, pembelian barang/proses pengadaan barang akan dilakukan 

oleh anggota,17 Sehingga dalam hal ini, peran KJKS BMT BUM tidak 

lagi sebagai penjual kepada anggota ataupun pembeli dari pemasok 

kepada anggota, melainkan sebagai pemberi modal yang 

meminjamkan dananya kepada anggota untuk membeli barang yang 

dibutuhkan anggota.  

Selanjutnya, berdasarkan form akad yang disepakati, setelah 

proses pembelian barang selesai, anggota wajib menyerahkan bukti 

pembelian barang maksimal satu minggu setelah pencairan 

pembiayaan terjadi.18 Namun dalam praktik pembiayaan murabahah 

bil wakalah yang terjadi di pasar, setelah anggota melakukan 

pembelian barang, terdapat anggota yang tidak menyerahkan nota 

bukti pembeliannya kepada KJKS BMT BUM. Sehingga hal ini dapat 

mengakibatkan anggota menggunakan dana tersebut untuk membeli 

barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam akad murabahah 

atau bahkan untuk keperluan konsumtif anggota. Selain itu, 

penggunaan akad wakalah yang seharusnya digunakan anggota untuk 

membeli barang untuk dan atas nama KJKS BMT BUM,19 namun 

                                                           
17 Hasil wawancara dengan Ibu Indi Selaku CS KJKS BMT BUM Cabang Tegal, tanggal 9 

Maret 2015 
18 Wawancara dengan Fida Syauqi H. Selaku AO 3 (Marketing Pasar) KJKS BMT BUM 

Cabang Tegal, tanggal 7 Maret 2015 
19 Buku Pedoman Akad Syariah Perhimpunan BMT Indonesia h. 122 



80 
 

dalam praktiknya anggota membeli barang atas namanya sendiri. Hal 

ini menunjukan bahwa barang yang dijual oleh KJKS BMT BUM 

bukan miliknya dan akad wakalah yang digunakan BMT BUM hanya 

sebagai formalitas untuk pemindahan kuasa pengadaan barang dari 

KJKS BMT BUM kepada anggota, karena akad wakalah yang terjadi 

hanya disampaikan secara lisan tanpa adanya bukti akad tertulis.  

Praktik pembiayaan modal kerja di KJKS BMT BUM TEGAL 

dapat  digambarkan sebagai berikut : 

     Gambar 6: Praktik Pembiayaan Murabahah di KKJS BMT BUM 

 

Sumber : KJKS BMT BUM Tegal 
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Beberapa produk KJKS BMT BUM yang menggunakan akad 

murabahah yaitu BMT BUM MITRA UMKM, dan BMT BUM 

BUMBASTIS.20 

Seperti telah dijelaskan di atas BMT BUM MITRA UMKM, 

merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk 

modal kerja sehingga operasional usaha berjalan lancar dan rencana 

pengembangan usaha tercapai. dan BMT BUM BUMBASTIS merupakan 

fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pengembalian 

barang. 

Diantara kedua produk yang ditawarkan KJKS BMT BUM hanya 

produk BMT BUM BUMBASTIS yang sesuai dengan akad murabahah. 

BMT BUM MITRA UMKM kurang sesuai karena berdasarkan pengertian 

kedua produk tersebut lebih tepat menggunakan akad berbentuk kerjasama 

(mudharabah/musyarakah). Namun berdasarkan wawancara dengan Ibu 

Sofwati selaku Kabag ADUM KJKS BMT TEGAL, penyaluran kedua 

produk ini memang tidak semua menggunakan akad murabahah, karena 

terdapat penyaluran dana dengan menggunakan akad mudharabah dan 

musyarakah.  

Penggunaan akad murabahah dalam produk BMT BUM UMKM 

dilakukan pihak BMT dengan membelikan barang-barang yang 

dibutuhkan untuk usaha anggota.21 Misalnya calon anggota ingin 

                                                           
20 Brosur KJKS BMT BUM 
21 Wawancara dengan Fida Syauqi H. Selaku AO 3 (Marketing Pasar) KJKS BMT BUM 

Cabang Tegal, tanggal 7 Maret 2015 
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melakukan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja. Pada 

awalnya KJKS BMT BUM menawarkan menggunakan akad 

mudharabah/musyarakah dengan dijelaskan mengenai ketentuan-

ketentuan yang terkait beserta prinsip bagi hasilnya. Namun, anggota 

sendiri merasa kebingungan ketika pembayaran pembiayaan harus 

didasarkan pada pendapatan yang didapat setiap bulan. Selain itu, anggota 

harus membuat laporan laba rugi tiap bulan untuk mengetahui berapa 

pendapatan bersihnya sehingga dapat diketahui bagi hasil antara anggota 

dengan pihak BMT.  

Berdasarkan hal tersebut dan kurangnya pemahaman masyarakat 

terkait akad-akad syariah, menyebabkan anggota yang ditawarkan akad 

tersebut merasa proses pembiayaan yang ada di KJKS BMT BUM 

terkesan sulit. Berangkat dari permasalahan tersebut, akhirnya KJKS BMT 

BUM menggunakan akad murabahah sebagai pemenuhan pembiayaan 

modal kerja, dimana pembiayaan yang diberikan pihak BMT kepada 

anggota harus digunakan untuk pembelian barang yang dibutuhkan 

anggota dalam pemenuhan kebutuhan usahanya. Misalnya untuk modal 

dagang digunakan untuk pemenuhan modal dagang toko kelontong, 

pedagang pasar, akad murabahah digunakan untuk membeli sembako 

(beras, gula, dan lain-lain), sayur-mayur (seperti cabe, dan lain-lain) untuk 
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dijual kembali oleh anggota, dan modal kerja untuk pabrik digunakan 

sebagai pembelian bahan baku guna membuat produknya.22 

Para anggota lebih memilih menggunakan pembiayaan tersebut 

untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan bagi usahanya karna mudah, 

dan setoran yang harus dibayar oleh anggota jelas. Namun, berdasarkan 

penelitian penulis, selain faktor tersebut terdapat beberapa faktor lain yang 

menyebabkan KJKS BMT BUM menggunakan akad murabahah untuk 

modal kerja, yaitu : 

a. Mudah diimplementasikan 

Dalam pembiayaan murabahah, selain mempermudah anggota 

dalam perhitungan angsuran pembiayaan, hal ini juga menguntungkan 

bagi pihak BMT, karena dalam transaksi murabahah hutang anggota 

adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terkandung harga pokok 

dan margin. Sehingga jual beli murabahah dengan cepat mudah 

diimplementasikan dan dipahami oleh kedua belah pihak. 

b. Memudahkan administrasi keuangan 

Dengan adanya murabahah, anggota tidak diharuskan membuat 

laporan hasil usahanya tiap bulan kepada BMT. Sehingga hal tersebut 

mempermudah bagi anggota, selain itupun mempermudah 

administrasi laporan BMT. 

c. Pendapatan BMT dapat diprediksi 

                                                           
22 Hasil wawancara dengan Ibu Indi Selaku CS KJKS BMT BUM Cabang Tegal, tanggal 9 

Maret 2015 
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Hal ini untuk menanggulangi sifat ketidakjujuran anggota. 

Karena dunia bisnis pada zaman sekarang, sifat tidak jujur sudah tidak 

asing lagi kita jumpai, sehingga sifat seperti ini berlangsung secara 

terus-menerus di kalangan masyarakat kita yang kemudian menjadi 

sebuah kultur atau budaya yang tidak baik. Seperti yang kita ketahui, 

mudharabah dan musyarakah keuntungan didasarkan pada nisbah 

yang telah disepakati dan keuntungan tersebut diperoleh dari 

pendapatan bersih perbulan dari usaha anggota. Oleh karena itu sangat 

mudah bagi anggota untuk berbuat kecurangan dengan meminimalkan 

pendapatan dalam laporan usaha anggota. Hal ini tentu saja akan 

merugikan pihak BMT, karena keuntungan yang diperoleh BMT 

sedikit. Sehingga BMT menggunakan akad murabahah untuk 

pembiayaan usaha anggota, karena dalam transaksi murabahah BMT 

dapat langsung menentukan margin/ keuntungan. 

d. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait akad pembiayaan di BMT 

Hal ini merupakan salah satu perhatian penting BMT, karena 

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad-akad syariah 

menyebabkan kesulitan tersendiri bagi lembaga keuangan syariah 

untuk melaksanakan pembiayaannya berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah. Hal ini dikarenakan ketika anggota dijelaskan mengenai akad 

yang akan digunakan dalam pembiayaan tersebut, respon anggota 

berbeda-beda dalam menerima akad tersebut, ada yang menerima dan 

ada pula yang menolak akad tersebut karena terkesan 
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memusingkan/sulit. Karena bagi anggota, ia hanya membutuhkan 

uang dan akad tidak terlalu penting, yang terpenting ia mendapatkan 

uang dan adanya kejelasan mengenai jumlah uang yang harus ia bayar 

tiap angsuran dari pembiayaan tersebut. 
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BAB IV 

ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH 

DI KJKS BMT BINA UMAT MANDIRI (BUM) TEGAL 

 

A. Proses Pelaksaan Akad 

Dalam fiqh muamalah untuk setiap akad pembiayaan telah diatur 

mengenai ketentuan rukun dan syarat, baik akad syirkah maupun jual beli, 

seperti halnya dengan akad jual beli murabahah. Untuk di Indonesia sendiri 

akad-akad pembiayaan syariah telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN MUI. 

Ketentuan-ketentuan tersebut harus dipenuhi agar akad-akad pembiayaan 

dianggap sah dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan syariah. 

Akad murabahah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000, didefinisikan dengan menjual suatu barang dengan menegaskan 

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarkannya dengan harga 

yang lebih tinggi sebagai laba.1 Fatwa tersebut mengatur beberapa persyaratan 

pembiayaan murabahah, antara lain sebagai berikut:2 

1. BMT menyediakan dana pembiayaan yang disalurkan berdasarkan 

perjanjian jual beli amanah. 

2. Jangka waktu pembayaran harga oleh anggota kepada BMT ditentukan 

berdasarkan kesepakatan BMT dan anggota. 

                                                           
1 Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/ IV/2000 tentang Murabahah 
2 Buku Pedoman Akad Syariah Perhimpunan BMT Indonesia h. 13. 
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3. BMT selaku penjual harus memberitahu harga produk (harga perolehan) 

yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (dalam nominal 

sebagai tambahan). 

4. BMT dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang disepakati. 

5. Dalam hal  BMT mewakilkan (wakalah) kepada anggota untuk membeli 

barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara 

prinsip menjadi milik BMT. 

6. BMT boleh meminta anggota untuk menyediakan agunan selain barang 

yang dibiayai BMT. 

7. Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak 

berubah selama periode akad. 

Untuk pembiayaan murabahah bil wakalah dalam fatwa DSN MUI 

Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Jika BMT 

menggunakan akad wakalah untuk memberikan kuasanya kepada anggota 

untuk membeli barang, maka akad murabahah hanya bisa dilaksanakan ketika 

barang sudah ada dan sah menjadi milik BMT atau ketika proses wakalah 

selesai.  

Berikut skema pengembangan dengan akad wakalah dari pembiayaan 

murabahah adalah sebagai berikut : 
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Gambar 7: Murabahah bil Wakalah 

 

Sumber : http://www.keuangansyariah.lecture.ub.ac.id 

 

Penjelasan skema untuk murabahah bil wakalah  : 

1. Anggota mengajukan pembiayaan murabahah untuk pengadaan barang 

tertentu, lalu terjadi penyampaian persyaratan dan negosiasi atas 

kualitas barang, harga, dan biaya-biaya barang tersebut antara BMT 

dan anggota. 

2. BMT memberi kuasa (wakalah) kepada anggota untuk membeli barang 

disertai dengan adanya uang muka (urbun) dari anggota kepada BMT. 

3. Anggota membeli barang dari pemasok sesuai kuasa yang diberikan 

BMT. 

4. Pemasok menyerahkan barang ke anggota 

+ urbun 
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5. Anggota dan BMT melaksanakan akad murabahah disertai penyerahan 

bukti pembelian. 

Jadi, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, KJKS BMT 

BUM Tegal dalam melaksanakan prosedur akad murabahah bil wakalah 

tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI 04/DSN-MUI/ IV/2000 tentang 

Murabahah. Karena praktik akad murabahah bil wakalah yang terjadi 

menyebabkan ketidakjelasan akad. Selain itu, dalam prosedur akad di 

KJKS BMT BUM Tegal terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan 

Fatwa DSN tersebut, antara lain sebagai berikut : 

a. Penentuan besar plafon ditentukan berdasarkan analisa keuangan, jenis 

usaha anggota dan jaminan yang digunakan anggota.3  

Praktik yang terjadi di KJKS BMT BUM Tegal berbeda dengan 

konsep murabahah dalam fiqh muamalah  maupun konsep  

murabahah  dalam  fatwa DSN MUI. Dimana  dalam fiqh dijelaskan 

murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli amanah. 

Bentuk-bentuk murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli 

berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui 

oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun 

diberitahukan kepada pembeli.4 Nasabah mengajukan permohonan 

pembelian suatu barang, dimana barang tersebut akan dilunasi oleh 

pihak bank syariah kepada penjual. Sementara nasabah melunasi 

                                                           
3 Hasil wawancara dengan Ibu Sofwati, Kabag Adum KJKS BMT BUM, tanggal 2 Maret 

2015. 
4 Wiroso, Jual Beli …,h. 14. 
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pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah 

margin kepada pihak bank syariah dengan perjanjian murabahah yang 

telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah.5 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwasanya besar 

plafon yang diberikan didasarkan pada harga barang yang dibutuhkan 

anggota. Hal ini sejalan dengan fatwa DSN MUI yang menyebutkan 

bahwa BMT membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati.6 Sehingga untuk penentuan besar plafon 

pembiayaan seharusnya didasarkan pada harga barang bukan pada 

jenis usaha maupun jaminan yang digunakan anggota. Maka KJKS 

BMT BUM dan anggota terlebih dahulu harus mengetahui harga 

pokok barang yang dibutuhkan anggota sehingga KJKS BMT BUM 

dan anggota dapat menegosiasikan plafon pembiayaan. 

b. Penentuan persentase margin dinilai dari persentase yang telah 

ditetapkan berdasarkan tingkat plafon pembiayaan murababah. 

Dalam penentuan margin murabahah, KJKS BMT BUM 

mempunyai patokan margin pembiayaan. Presentase margin telah 

ditentukan oleh pihak KJKS BMT BUM berdasarkan tingkat plafon 

pembiayaan dengan standar margin antara 2% - 3,5% dimana jangka 

waktu pembiayan tidak merubah besarnya margin yang diperoleh 

karena margin telah ditentukan di awal akad. 

                                                           
5 Lasmiatun, Perbankan Syariah …, h. 11. 
6 Buku Pedoman Akad Syariah Perhimpunan BMT Indonesia h. 13. 
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Secara prinsip penentuan keuntungan di awal akad telah sesuai 

dengan ketentuan syariah sebagaimana terkandung dalam fatwa DSN 

MUI bahwa BMT selaku penjual harus memberitahu harga produk 

(harga perolehan) yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan (dalam nominal) sebagai tambahannya.7 Akan tetapi 

penentuan presentase margin berdasarkan tingkat plafon pembiayaan 

murababah, menjadikan anggota tidak dapat melakukan negosiasi 

margin. Karena meskipun terdapat nilai jual margin tertinggi dan 

terendah, namun dalam penetapan margin pembiayaan, KJKS BMT 

BUM langsung menetapkan dengan nilai margin tertinggi. Hal ini 

sejalan dengan wawancara yang dilakukan penulis, dimana pedagang 

pasar tidak tahu menahu terkait adanya tawar menawar yang dapat 

mereka lakukan dalam menentukan margin pembiayaan sehingga 

mereka langsung menerima pembiayaan dan margin yang diminta 

KJKS BMT BUM.  

Sedangkan dalam konsep fiqh dan Fatwa DSN MUI 04/DSN-

MUI/ IV/2000 tentang Murabahah, margin (keuntungan) harus 

ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan 

pembeli (KJKS BMT BUM dan Anggota), tidak boleh ditentukan 

secara sepihak. 

                                                           
7 Buku Pedoman Akad Syariah Perhimpunan BMT Indonesia h. 13 
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c. Dilihat dari praktik yang terjadi di KJKS BMT BUM, prosedur 

pembiayaan murabahah bil wakalah tidak sesuai dengan prosedur 

yang ditetapkan oleh fatwa DSN MUI. 

Jika BMT menggunakan akad wakalah kepada anggota untuk 

membeli barang maka akad murabahah hanya bisa dilaksanakan ketika 

barang sudah ada dan sah menjadi milik BMT. Karena dengan adanya 

akad wakalah, menjadikan skim ini berbeda dari skim murabahah 

dalam konsep fiqh, karena terjadi pelimpahan kekuasaan pengadaan 

barang dari penjual kepada pembeli. 

Secara konsep syariah, akad murabahah dan akad wakalah 

dilakukan terpisah. Dimana akad murabahah hanya bisa dilaksanakan 

ketika barang sudah ada dan sah menjadi milik BMT (proses wakalah 

selesai). Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan 

dana oleh anggota.8 

Akan tetapi  dalam praktik pembiayaan murabahah yang terjadi 

di KJKS BMT BUM pelaksanaan akad murabahah dan wakalah 

dilakukan dalam satu waktu, yaitu penyampaian akad wakalah secara 

lisan yang kemudian dilanjutkan akad murabahah yang ditandatangani 

oleh anggota dan BMT.  

 Jika didasarkan pada fiqh maupun fatwa DSN MUI, akad 

pertama yang dilakukan adalah akad wakalah, BMT mewakilkan 

anggota untuk pembelian barang yang telah ditentukan. Setelah terjadi 

                                                           
8 Buku Pedoman Akad Syariah Perhimpunan BMT Indonesia h. 37. 
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akad wakalah dan objek murabahah secara prinsip telah menjadi hak 

milik BMT maka selanjutnya bisa dilakukan akad kedua yaitu akad  

murabahah. 

Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang  murabahah, dalam bagian ketentuan umum 

point 9 disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada 

nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli  

murabahah  harus dilakukan setelah barang secara prinsip, menjadi 

milik bank. Dengan kata lain, pemberian kuasa (wakalah) dari BMT 

kepada anggota, harus dilakukan sebelum akad murabahah terjadi.    

d. Tidak adanya bukti tertulis mengenai akad wakalah (form akad 

wakalah). Padahal dalam Fatwa DSN MUI, dijelaskan pelaksanaan 

akad murabahah bil wakalah didahului dengan akad wakalah sebagai 

akad pertama. Dimana dalam form akad tersebut terdapat perjanjian 

secara tertulis mengenai pemberian kuasa/perwakilan (wakalah) antara 

pihak pertama (BMT) dengan pihak kedua (anggota) yang terikat 

dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dijabarkan dalam tiap 

pasalnya sebagai prosedur dari akad wakalah tersebut. Selain itu, 

dalam akad tersebut terdapat format nota pembelian barang dari BMT 

yang digunakan anggota dalam membeli barang dimana nota 

pembelian barang tersebut akan diserahkan anggota kepada BMT 

sebagai bukti pembelian barang yang kemudian akan dilanjutkan 

dengan pelaksanaan akad murabahah. Akan tetapi yang terjadi di 
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KJKS BMT BUM, akad wakalah hanya dilakukan dengan 

penyampaian secara lisan. 

Hal ini menunjukan ketidakjelasan akad, dimana pemberian 

kuasa yang terjadi tanpa adanya bukti tertulis, sehingga menyebabkan 

banyak anggota yang tidak mengetahui adanya akad wakalah. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan anggota yang mengajukan 

pembiayaan murabahah pun tidak tahu terkait adanya akad wakalah, 

yang mereka tahu mereka meminjam dana untuk pembelian barang 

dengan kesepakatan margin dan setoran tiap bulan yang telah 

ditetapkan.  

Padahal form akad wakalah merupakan bukti konkrit adanya 

pelimpahan kuasa dari BMT kepada anggota, dan dalam akad 

tersebutpun menjelaskan mengenai barang-barang apa yang akan 

dibeli anggota disertai dengan form nota pembelian barang untuk 

pembiayaan murabahah, sehingga ketika akad murabahah 

berlangsung, barang sudah ada dan sah menjadi hak milik BMT. 

Sebagaimana dijelaskan dalam akad wakalah pasal dua mengenai 

objek wakalah, Pihak pertama melimpahkan kekuasaanya kepada 

pihak kedua secara khusus untuk melakukan hal-hal sebgaimana 

berikut :9 

1. Memilihkan untuk pihak pertama barang/barang-barang dengan 

jumlah, spesifikasi dan harga yang telah disepakati bersama 

                                                           
9 Buku Pedoman Akad Syariah Perhimpunan BMT Indonesia h. 122. 
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sebagaimana bunyi surat Pemesanan Barang nomor ….. yang 

dibuat oleh pihak kedua, yang merupakan bagian yang menjadi 

satu kesatuan dan tidak terpisah dari akad ini. 

2. Menandatangani dokumen untuk dan atas nama Pihak Pertama atas 

barang-barang yang telah dibeli dan menjadi konsekwenasi dari 

berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut kepada pihak 

pertama (Muwakkil) 

3. Membayar harga barang yang dibeli kepada penjual (pemasok). 

Di atas merupakan salah satu pasal dari sebelas pasal yang 

terdapat di akad wakalah, hal tersebut tentunya menunjukan 

pentingnya pengikatan akad wakalah dengan adanya bukti tertulis, 

sehingga akad akan jelas dan berjalan sesuai prosedur yang telah 

ditetapkan Fatwa DSN MUI. Melihat yang terjadi di KJKS BMT 

BUM, karena penyampaian akad hanya secara lisan “Uang ini saya 

akadkan wakalah kepada ibu/bapak untuk membeli barang yang telah 

disepakati dalam form akad murabahah” menunjukan banyaknya 

ketidakjelasan dari akad itu sendiri, antara lain : 

1. Ketidakjelasan pihak yang berakad wakalah, karena tidak 

menyebutkan siapa pihak pertama dan siapa pihak kedua. 

2. Ketidakjelasan pelimpahan kekuasaan (wakil) dari pihak BMT 

kepada anggota. 
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3. Ketidakjelasan pembelian barang karena jumlah, spesifikasi, harga 

barang tidak disampaikan dalam akad wakalah tetapi dalam akad 

murabahah sebagai objek akad jual beli. 

4. Tidak adanya nota bukti pembelian barang atas nama KJKS BMT 

BUM yang seharusnya menjadi satu bagian dalam akad wakalah, 

karena tidak adanya form akad wakalah. Selain itu, dalam 

praktinya pun setelah akad wakalah dan murabahah terjadi, 

anggota membeli barang atas namanya sendiri dimana barang 

langsung menjadi milik anggota. 

e. Selain itu ditinjau dari pengertian murabahah dalam fatwa, dimana 

murabahah merupakan akad jual beli suatu barang,10 maka sudah 

seharusnya tingkat palfon pembiayaan didasarkan pada harga barang 

yang dibutuhkan anggota. Jika didasarkan pada jenis usaha anggota 

dan jaminan, dan dilihat pada praktik pembiayaan murabahah untuk 

modal dagang yang terjadi dipasar atau modal kerja pabrik, seharusnya 

akad yang digunakan akad musyarakah atau mudharabah. Karena 

skim kedua akad ini merupakan akad syirkah, dimana BMT 

menyediakan dana dan/ atau barang untuk membiayai suatu kegiatan 

usaha tertentu.11 

Dan jika dilihat dari praktik yang terjadi di KJKS BMT BUM, 

dimana penggunaan akad wakalah yang dilaksanakan satu waktu 

dengan akad murabahah menjadikan posisi BMT sebagai pemberi 

                                                           
10Buku Pedoman Akad Syariah Perhimpunan BMT Indonesia h. 107 
11Buku Pedoman Akad Syariah Perhimpunan BMT Indonesia h. 12 
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modal bukan sebagai penjual. Pemberi modal untuk kebutuhan usaha 

anggota, jika sudah seperti itu maka akad yang digunakan akan lebih 

tepat jika menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 2 dalam konsep umum 

murabahah, disebutkan bahwasanya mudharabah dan musyarakah 

merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih.12 

Dimana mudharabah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah pemberian 

(modal) oleh pemilik modal (al-mālik) kepada pengelola (pekerja) 

untuk dikelola dalam bentuk usaha, dengan pembagian keuntungan 

berdasarkan kesepakatan.13 Musyarakah sama dengan akad 

mudharabah, namun akad ini memiliki spesifikasi-spesifikasi tertentu 

yang tidak ditemukan dalam dalam akad mudharabah. Spesifikasi 

tersebut terkait dengan porsi modal, model pembagian 

keuntungan/kerugian, keterlibatan para pihak dalam pengelolaan dan 

lain-lain.14 Dimana pembagian keuntungan dilakukan dengan 

menggunakan metode bagi hasil (profit sharing) yang didasarkan pada 

laporan hasil usaha dari mudharib.15 Hal ini pula yang membedakan 

profit sharing dengan margin dalam murabahah. 

 

 

 

                                                           
12M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah ..., h.119  
13Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, h 112  
14 Afandi, Fiqh Muamalah ..., h.119 
15 Buku Pedoman Akad Syariah Perhimpunan BMT Indonesia h. 10 
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B. Proses Pengadaan Barang 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya praktik 

pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli suatu barang,16 

Sehingga penggunaan akad ini dialokasikan untuk pemenuhan barang-

barang yang dibutuhkan anggota.  

Dalam fiqh muamalah dijelaskan mengenai syarat-syarat barang 

yang diperjualbelikan antara lain :17 

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual 

menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.  

3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak 

boleh diperjualbelikan. 

4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang 

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000,  

telah dijelaskan bahwa syarat dari objek akad atau barang antara lain 

sebagai berikut: 

1. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam. 

2. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

3. Akad jual beli murabahah dapat dilakukan setelah barang secara 

prinsip menjadi milik Bank. 

                                                           
16 Buku Pedoman Akad Syariah Perhimpunan BMT Indonesia h. 107 
17 Ghazaly, Fiqh ..., h.71-76 
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Selain itu, dengan adanya akad wakalah dalam pembiayaan 

murabahah maka pembelian objek murabahah menjadi tanggung jawab 

pembeli, dimana pembeli bertindak sebagai wakil dari BMT untuk 

melakukan pembelian objek  murabahah  untuk dan atas nama BMT.18 

Namun karena proses/prosedur pelaksaan akad murabahah yang 

terjadi di KJKS BMT BUM tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah 

Nasional MUI Nomor 40/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Hal ini 

pun berakibat pada proses pengadaan barang, dimana ketidakjelasan akad 

menyebabkan KJKS BMT BUM menjual barang yang tidak jelas status 

kepemilikannya dan spesifikasinya (bentuk, jenis, dan kualitas). Hal ini 

dikarenakan : 

1. Pada saat akad berlangsung barang/objek akad tidak berada di tempat. 

Hal ini dikarenakan objek akad belum ada dan belum dimiliki oleh 

KJKS BMT BUM sehingga bentuk, jenis, dan kualitas tidak diketahui 

secara jelas. 

2. Dalam hal ini, objek akad tergolong barang yang kepemilikannya 

belum jelas, karena barang belum dibeli oleh anggota dan masih 

menjadi hak milik supplier/pemasok tersebut. Selain itu, akad wakalah 

yang seharusnya digunakan anggota untuk membeli barang atas nama 

KJKS BMT BUM, namun dalam praktiknya, anggota membeli barang 

bukan atas nama KJKS BMT BUM tetapi atas nama dirinya sendiri, 

                                                           
18 Buku Pedoman Akad Syariah Perhimpunan BMT Indonesia h. 122 
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sehingga hal ini menunjukan  barang/objek akad yang ada bukan milik 

KJKS BMT BUM Tegal tetapi langsung menjadi milik pembeli.  

3. Barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal kerja di KJKS 

BMT BUM Tegal gharar/tidak jelas. Hal ini dikarenakan proses 

pengadaan barang menjadi kuasa anggota dan dilakukan setelah akad 

murabahah, sehingga memungkinkan anggota tidak membelanjakan 

dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang yang tertera dalam 

form aplikasi akad murabahah.  

4. Dalam pengawasannya pun  KJKS BMT BUM kurang maksimal,  

karena penulis menemukan adanya angggota yang tidak menyerahkan 

bukti laporan hasil pembelian barang, sehingga memungkinkan 

pembiayaan tersebut digunakan untuk membeli barang yang tidak 

sesuai dengan ketentuan syariah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik pembiayaan murabahah yang terjadi di KJKS BMT BUM 

Tegal merupakan murabahah pesanan dimana jual beli murabahah 

akan dilakukan setelah ada anggota yang mengajukan pembiayaan 

murabahah. Selanjutnya, dalam proses pengadaaan barang, KJKS 

BMT BUM Tegal menggunakan akad murabahah bil wakalah, 

dimana kedua akad tersebut dilakukan dalam satu waktu. Sehingga 

dalam praktik yang terjadi tidak ada akad murabahah setelah proses 

pengadaan barang, karena akad murabahah dilakukan sebelum proses 

pengadaan barang terjadi. Selain itu, dalam pelaksanaan akad 

wakalah, KJKS BMT BUM hanya memberikan kuasa secara lisan 

kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan anggota dan 

barang tersebut langsung menjadi milik anggota.  

2. Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal 

kerja di KJKS BMT BUM Tegal tidak sesuai dengan Fatwa DSN 

MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang  murabahah, yaitu dalam hal 

proses pelaksanaan akad, dan proses pengadaan barang. 
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B. Saran 

1. Untuk KJKS BMT BUM Tegal : 

a. Lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur 

dalam Fatwa DSN MUI terkait produk penghimpunan dana dan 

pembiayaan, terutama dalam penggunaan akad murabahah bil 

wakalah sehingga KJKS BMT BUM dapat menjadi lembaga 

penggerak ekonomi syariah yang menerapkan sistem syariah secara 

konsisten dan menyeluruh, sebagaimana misi KJKS BMT BUM 

dalam point pertama. 

b. Karena dalam pelaksaan akad murabahah bil wakalah menyebabkan 

ketidakjelasan akad dan proses pengadaan barang, maka akan lebih 

baik jika BMT melakukan akad murabahah tanpa adanya akad 

wakalah, dalam arti BMT tetap  mempertahankan posisinya sebagai 

penjual dan konsisten terhadap jual beli murabahah. Sehingga dalam 

hal ini, BMT tidak sekedar membiayai dalam bentuk uang saja tetapi 

BMT tetap bertindak sebagai penjual dan menjadikan anggota 

sebagai informan terkait barang yang dibutuhkan anggota dan pihak 

BMT yang tetap membeli barang tersebut.  

c. Jika BMT tetap menggunakan akad wakalah dalam proses 

pengadaan barang pembiayaan murabahah, maka seharusnya akad 

murabahah dilakukan setelah akad wakalah selesai. Hal ini 

dilakukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dana oleh 

anggota serta agar ketika akad murabahah terjadi, barang telah ada, 
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spesifikasi dan kepemilikan barang tersebut jelas, sehingga barang 

yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang gharar. 

d. Dalam akad murabahah seharusnya penentuan harga (plafon 

pembiayaan) didasarkan pada harga barang yang dibutuhkan oleh 

anggota untuk membeli barang, bukan didasarkan pada jenis usaha 

anggota dan jaminan yang digunakan. Sehingga sebelum proses 

negosiasi, pihak penjual maupun pembeli sudah mengetahui 

informasi mengenai harga barang dari anggota (sebagai 

informan)/produsen. Berdasarkan informasi tersebut, KJKS BMT 

BUM dan anggota dapat menegosiasikan plafon pembiayaan, 

menegosiasikan harga barang, margin yang disepakati serta jangka 

waktu cicilan pembiayaan. 

e. Perlu adanya akad tertulis dalam praktik akad wakalah yang terjadi 

dalam pembiayaan murabahah sehingga tidak hanya disampaikan 

secara lisan dan memperjelas pelimpahan kekuasaan pengadaan 

barang yang terjadi antara KJKS BMT BUM dengan anggota. 

f. KJKS BMT BUM agar lebih tegas dalam pengawasan pembelian 

barang yang dilakukan oleh anggota, seperti penyerahan bukti nota 

pembelian barang yang wajib dipenuhi/dilakukan anggota setelah 

melakukan pembelian barang, sehingga memperkecil kemungkinan 

anggota untuk menyalahgunakan dana tersebut untuk membeli 

barang di luar kesepakatan yang telah tertera dalam form 

murabahah. 
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g. KJKS BMT BUM dapat lebih memberikan penjelasan dan 

pemahaman kepada anggota yang mengajukan permohonan 

pembiayaan terkait akad-akad yang terdapat dalam lembaga 

keuangan syariah. 

2. Kepada Dewan Pengawas Syariah KJKS BMT BUM Tegal agar terus 

memperhatikan dan mengawasi terhadap penerapan fatwa-fatwa DSN 

MUI agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariat Islam. 
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